
2. 

: 1. 
I Pasal 18 ayat (6) Undang­Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun ~945; 
Undang­Undang Nomor 113 Tahun 1964 tcntrmg 
Penetapan Pcraturan Pemerintah pcngganti undang­ 
undang Nomor 2 Tahun 1964 tcntang Pembentukan 

I 
Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah tingkat I 
Sulawesi Tenggara denganl mengubah Undang­undang 
nomor 4 7 Prp. Tahun 11960. ten tang Pcmbentukan 
Daerah Lingkal I Sulawesi Utara­Tengah dan Daerah 
tingkat I Sulawesi SclalanJfenggara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahuni 1964 Nomor 7) Tambahan 
Lernbaran Negara Rcpublik ~ndonesia Nomor 2687); 

Mengingat 

a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan schat 
merupakan hak asasi setitp warga negara Indonesia 
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang­ 
Undang Dasar Negara Repu lik Indonesia Tahun 1945; 

b. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin 
menurun telah mcngancam kelangsungan hidup 
manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu 
dilakukan perlindungan dan pengelolaan yang baik, 
sungguh­sungguh dan konsisten oleh semua pcmangku 
kepentingan; 

c. bahwa unluk membcrikan kepastian hukum dalarn 
pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam menunjang 
pembangunan bcrkelanjutan di Provinsi Sulawesi 
Tenggara, perlu dibcrikan landasan hukum yang kuat 
mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimaria 
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, pcrlu 
membentuk Peraturan Daer ah tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Menimbang 

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN jLINGKUNGAN HIDUP ., 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, 

GUBERNUK SUIAWESI TENGGAlll\ 
PERA TURAN DAERAH PRO VIN SI SULAWESI TENGGARA 

NOMOR \ ~ TAHUJ 2013 

TENT ANG 



3. Undang­Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 4437) 
sebagaimana Lelah diubah beberapa kali, tcrakhir 
dengan Undang­Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang­Undang Nornor 32 
Tahun 2004 tentang Perncrintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nornor 
4844); 

4. Undang­Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pcngelolaan Lingkungan Hid up 
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 5059); 

5. Peraturan Pcmer intnh Nomor 18 Tahun 1999 tentang 
Pengelolaan Lirnba h Bahan Bcrba haya dan Bcracun 
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 31, Tarnbahan Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 3815) sebagaimana Lelah diubah 
dengan Pcraturan Pcmcrintah Nomor 85 Tahun I 999 
tentang Perubahan alas Pcraturan Pemerinlah Nomor 
18 Tahun J 999 ten tang Pcngelolaan Limbah Bahan 
Berbahaya dan Bcracun (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tam bah an 
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 391 O); 

6. Peraturan Pernerintnh Nomor 41 Tahun 1999 Lentang 
Pengendalian Penccmaran Udara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853); 

7. Peraturan Perncrin tah Nomor 4 Tahun 2001 Lcntang 
Pengendalian Kcrusakan dan atau Pcnccmaran 
Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran 
Hu tan [Lcmbaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 
2001 Nomor 10, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4076); 

8. Peraturan Pemcrinlah Nomor 82 Tahun 200 I terita ng 
Pengclolaan Kualitas Air dan Pcngcndalian Pcnccrriaran 
Air [Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 153, Tarnbahan Lernbaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 4161); 

9. Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007 tenlang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Perncrintah, 
Pcmerintahan Dacrah Provinsi, dan Pcmcrintahan 
Daerah Kabupaten ZKota (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lernbaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4737); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang 
Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5285); 
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Dalam Peraluran Dacrah ini, yang dimaksud dengan : 
J. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara. 
2. Pernerintah Dacra h adalah pcmerintah provinsi Sulawesi 

tenggara. 
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara. 
4. Instansi Lingkungan Hidup adalah Saluan Kcrja 

Perangkat Dacra h Provinsi Sulawesi Tcngga ra yang 
berlanggung jawab dalam pcrlindungan dan pcngelolaan 
lingkungan hidup di Provin si Sulawesi Tcnggara; 

5. Lingkungan Hidup adalah kcsatuan ruang dcngan scrnua 
benda, daya, kcadaan , dan makhluk hidup, termasuk 
manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu 
sendiri, kelangsungan perikchidupan, dan kcsejahtcraan 
manusia scrla makhluk hidup lain. 

6. Ekosistern adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang 
merupakan kcsatuan utuh­mcnyeluruh dan saling 
mcmpcngaruhi dalarn mcrnbcntuk kescimbangan, 
stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. 

7. Ekoregion adalah wilayah gcografis ynng mcmiliki 
kesamaan ciri iklim, tanab , air, Dora, dan fauna asli, 
serta pola in tcraksi rnanusia dcngan alam yang 
menggambarkan intcgritas sistem alam dan lingkungan 
hidup. 

8. Perlindungan clan Pcngelolaan Lingkungan Hidup yang 
selanjutnya disebui PPLH adalah upaya sistematis dun 
tcrpadu yang dilakukan unluk melcstarikan fungsi 
Jingkungan hidup dan mcncegah terjadinya pencemaran 
dan/alau kcrusakan lingkungan hidup yang mcliputi 
percncanaan, pcrnanfaatan, pcngendalian, pcmcliharaan , 
pcngawasan dan pcncgakan hukum. 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN 
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. 

MEMUTUSKAN : 

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA 

dan 

DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH PROVINS! 
SULAWESITENGGARA 

Dengan Persetujuan Bersama 
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9. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian 
upaya untuk mcmclihara kclangsungan daya dukung dan 
daya tarnpung lingkungan. 

10. Rencana Perlindungan dan Pengclolaan Lingkungan 
Hidup, yang sclanjutnya discbut RPPLH, adalah 
perencanaan tcrtulis yang memual potcn si, masalah 
lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan 
pengelolaannya da la rn kurun waktu tcrtentu. 

11. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau 
dirnasukkannya rnakhluk hidup, zat, cncrgi, dan/ atau 
komponen lain kc dalarn lingkungan hidup oleh kegiatan 
manusia, sehinggn melampaui baku mu: u lingkungan 
hidup yang tclah ditctapkan. 

12. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah pcrubahan 
langsung dan/ atau tidak langsung terhadap sifat fisik, 
kimia, dan/ a tau hayati lingkungan hidup, yang 
mclampaui kriteria baku kerusakan Iingkungan hidup. 

13. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya 
disebut KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, 
menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa 
prinsip pembangunan berkelanjutan tclah mcnjadi dasar 
dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah 
dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. 

14. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, yang sclanjutnya 
disebut KRP, adalah dokumen dalam bcntuk rancangan 
atau Lelah bcrstatus hukum yang mernuat Lindakan 
pemerintahan untuk mcnyelenggarakan urusan 
pemerintahan tcrtcntu tcrmasuk didalamnya ur usan 
perencanaan tata ruang scrta rencana pembangunan. 

15. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemarnpuan 
lingkungan untuk mcndukung pcrikehidupan manusia, 
makhluk hidup lain, dan kcseimbangan anlarkeduanya. 

16. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan 
lingkungan untuk mcnyerap zat, energi, dan/atau 
komponen lain yang masuk atau dirnasukkan kc 
dalamnya. 

17. Analisis Mengcnai Dampak Lingkuriga n Hidup yang 
selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai 
dampak pcnting suatu usaha dan/atau kegiatan yang 
direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan 
bagi proses pcngarnbilan keputusan ten Lang 
penyelcnggaraan usaha dan Zatau kcgiatan. 

18. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya 
Pemantauan Lingkungan Hidup yang sclanjutnya discbut 
UKL­UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap 
usaha dan/ a tau kegiatan yang tidak berdampak pcnting 
lerhadap lingkungan hidup, yang dipcrlukan bagi proses 
pengambilan kcputusan tentang penyelenggaraan usaha 
dan / a tau kegiatan. 
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19. Izin lingkungan adalah adalah izin yang diberikan kepada 
setiap orang yang melakukan usaha dan/ a tau kegiatan 
yang wajib Arnda 1 a tau UKL­UPL dalam rangka 
perlindungan dan pcngclolaan lingkungan hidup sebagai 
prasyarat unt.uk memperoleh izin usaha dan/atau 
kegiatan. 

20. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau 
kadar makhluk hidup, zat, encrgi, a tau komponcn yang 
ada alau harus ada dan Zatau unsur pcnccmar yang 
ditenggang kcbcradaannya dalarn suatu sumberdaya 
tertcntu scbagai urrsur lingkungan hidup. 

21. Kriteria baku ker usakan lingkungan hidup adalah 
ukuran batas pcrubahan sifat fisik, kimia, darr/ atau 
hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang olch 
lingkungan hidup untuk dapat tctap . melestarikan 
fungsinya. 

22. Limbah adalah s isa suatu usaha dan/atau kcgiatan. 
23. Bahan Bcrbahaya dan Bcracun yang sclanjutnya disebut 

B3 adalah zat, energi, dan/ atau komponen lain yang 
karena sifat, kon sen trasi, dan/ atau jumlahnya, baik 
secara langsung maupun tidak langsung, dapal 
mencernarkan dan/ atau merusak lingkungan hidup 
dan/ a tau mem bahayakan lingkungan hidup, kesehatan, 
serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup 
lain. 

24. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya 
disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau 
kegiatan yang mcngandung B3. 

25. Pengelolaan Lim bah B3 adalah kegiatan yang meliputi 
pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, 
pcngangkutan, pcmanfaa.tan, pcngolahan, dan/atau 
penimbunan lirnbah B3. 

26. Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang 
yang terorganisasi dan terbentuk atas kchendak sendiri 
yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan 
lingkungan hid up. 

27. Audit Lingkungan Hidup adalah cvaluasi yang dilakukan 
untuk menilai kctaatan pcnanggungjawab usa ha 
dan/atau kegiatan lerhadap persyaratan hukum dan 
kebijakan yang ditctapkan olch Pemcrintah. 

28. Hukum Lingkungan adalah serangkaian norma yang 
mengatur kesatuan ruang dcngan semua benda, daya, 
keadaan dan makhluk hidup, termasuk marrusia dan 
perilakunya, yang mempcngaruhi kelangsungan 
perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta 
makhluk hidup lain. 

29. Sengkcta Lingkungan Hidup adalah perselisihan diantara 
dua pihak atau lcbih yang timbul dari kegiatan yang 
berpotensi dan/ atau telah berdampak pada lingkungan 
hid up. 
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Perlindungan dan pengclolaan lingkungan hidup berlujuan 
untuk: 
a. mengarahkan pclaksanaan pembangunan secara 

berkelanjutan dalam rangka mcwujudkan Daerah yang 
sejahtcra, mandiri, dan berdaya saing; 

b. menjamin kcselam.alan, kesehatan, dan kelangsungan 
kchidupan manusia dan mahluk hidup lainnya serta 
menjamin kelestarian ckosistem scbagai satu kesatuan 
untuk mencapai keserasian, keselarasan dan 
keseimbangan lingkungan hidup; 

Pasal 3 

Bagian Kedua 
Tujuan 

hid up lingkungan Perlindungan dan pengelolaan 
dilaksanakan berdasarkan asas: 
a. tanggungjawab dacrah: 
b. kclestarian dan kebcrlanjutan; 
c. keserasian dan kcseimbangan; 
d. kesejahteraan sosial; 
e. keterpaduan; 
f. manfaat; 
g. kehatian­hatian; 
h. keadilan; 
i. ekorcgion; 
j. keanekaragaman hayati; 
k. pencemar mcmbayar; 
1. partisipatif; 
m.kearifan lokal; 
n. tata kelola pemerintahan yang baik; dan 
o. otonomi daerah. 

Pasal 2 

Bagian Kesatu 
Asas 

BAB II 
ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP 

30. Kearifan lokal adalah nilai­nilai luhur yang berlaku 
dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain 
melindungi dan mengelola Jingkungan hidup secara 
lestari. 

31. Masyarakat Adat adalah kelompok masyarakat yang ada 
di Sulawesi Tenggara yang secara turun terriurun 
bermukim di wilayah geografis tcrtentu karena adanya 
ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang 
kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai 
yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan 
hukum. 
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Kewenangan Pcmcrintah Dacrah dalam perlindurigan dan 
pengelolaan lingkungan hidup meliputi: 
a. menetapkan kebijakan tingkat provinsi; 
b. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai 

RPPLH provinsi; 
c. rnenetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi; 
d. menetapkan dan mclaksanakan kcbijakan mengenai 

Amdal dan UKL­UPL; 
e. menyelenggarakan inventarisasi surnberdaya alam clan 

emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi; 
f. rnengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan 

hid up; 
g. mengkoordinasikan dan mclaksanakan pengendalian 

pencemaran dan/ a Lau kerusakan lingkungan hidup 
lintas Kabupatcn/Kota; 

h. melakukan pembinaan dan pcngawasan tcrhadap 
pelaksanaan kcbijakan, Peraturan Daerah, dan Peraturan 
Bupati/Walikota; 

Pasal 5 

BAB III 
KEWENANGAN 

Ruang Lingkup Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup Daerah mcliputi : 
a. perencanaan; 
b. pcmanfaatan; 
c. pengendalian; 
d. pemeliharaan; 
e. pengawasan; dan 
f. penegakan hukum. 

Pasal 4 

Bagian Ketiga 
Ruang Lingkup 

c. menjamin pcmcnuhan dan perlindungan hak atas 
lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi rnanusia; 

d. menum buhkan kesadaran masyarakat scrta · pelaku 
usaha dan/ a tau kegiatan untuk mcntaati Hukum 
Lingkungan dalam perlindungan dan· pengelolaan 
lingkungan hidup; 

e. merigendalikan perilaku masyarakat serta pelaku usaha 
dan/atau kegiatan dalam melakukan tindakan. atau 
kegiatan yang berdampak negatif pada kelestarian 
lingkungan hidup; 

f. melindungi dan mcngawasi pemanfaalan surnberdaya 
alam dan lingkungan hidup dari pcnccmaran dan/ atau 
kerusakan. 
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(1) lnventarisasi lingkungan hidup dilakukan di tingkat 
provin si untuk memperoleh data dan informasi mcngenai 
sumberdaya alam, yang meliputi: 
a. potensi dan keterscdiaan; 
b. jenis yang dimanfaatkan; 
c. bentuk penguasaan; 
d. pengetahuan pengelolaan; 
e. bentuk kerusakan; dan 

Pasal 7 

Bagian Kedua 
Inventarisasi Lingkungan Hidup 

Perencanaan Pcrlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup dilaksanakan mclalui : 
a. invcntarisasi lingkungan hidup; 
b. penyusunan RPPLH. 

Pasal 6 

Bagian Kcsatu 
Um urn 

BAB IV 
PE REN CANAAN 

1. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan 
keberadaan masyarakat adat, kearifan lokal, dan hak 
masyarakat adat yang terkait dengan perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi; 

J. melakukan pcmbinaan, bantuan teknis, dan pengawasan 
kepada Kabupa ten/ Kota dalam pelaksanaan kcgiatan; 

k. mengkoordinasikan dan memfasilitasi kcrjasama dan 
penyelesaian perselisihan an.tar Kabupatcn/Kota serta 
penyclesaian sengketa lingkungan hidup; 

1. membcrikan pcndidikan, pclatihan, pcmbinaan, dan 
penghargaan; 

m. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi; 
n. rnengembangkan dan mensosialisasikan pemanfaatan 

teknologi ramah lingkungan; 
o. mengcm bangka n clan m ela ksa n a kan kerj asama dan 

kemitraan; 
p. rnelaksanakan s tarida r pelaya nan minimal; 
q. mencrbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi; 
r. mclakukan pem binaan dan pengawasan ketaatan 

penanggungjawab usa.ha dan/ atau kegiatan terhadap 
kctentuan pcrrzman lingkungan dan peraturan 
perundang­undangan di bidang pengelolaan lingkungan 
hidup; dan 

s. melakukan penega ka n hukum lingkungan hid up pada 
tingkat provinsi. 
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(1) Pemanfaatan sumberdaya alam dilakukan berdasarkan 
RPPLH 

(2) Dalarn hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
belum ditetapkan, pemanfaatan sumberdaya alam 
dilaksanakan berdasarkan: 

I 

Pasal 11 

PEMANF AA TAN 
BABV 

(1) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalarn 
Rencana Pcmbangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 
dan Rcncana Pembangunan Jangka Mcncngah Daerah 
(RPJMD). 

(2) RPPLH ditetapkan dengan Pcraturan Gubemur dan dapal 
ditinjau kembali paling kurang 1 (satu) kali dalam 5 
(lima) tahun. 

Pasal 10 

(1) RPPLH provinsi disusun berdasarkan: 
a. RPPLH nasionaJ; 
b. inventarisasi tingkat pulau/kcpulauan; 
c. invcnlarisasi tingkat ekoregion; dan 
d. inventarisasi tingkat provinsi. 

(2) Tata cara penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1), dilaksanakan sesuai pcraturan perundang­ 
undangan. 

Pasal 9 

Bagian Ketiga 
Penyusunan RPPLH 

(1) Inventarisasi lingkungan hidup dilakukan oleh 
Perncrintah Dacrah melalui pcngumpulan dan analisis 
untuk mcmpcroleh data dan informasi lingkungan hiclup. 

(2) Ketenluan lebih la njut, mengenai tata cara inventarisasi 
lingkungan hidup scbagairnana dimaksud pada ayal (J) 
ditelapkan dcngan Peraturan Gubernur. 

Pasal 8 

f. konflik dan penycbab konflik yang timbul akibat 
pengelolaan. 

(2) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) digunakan untuk: 
a. menentukan daya dukung, daya tampung, serta 

cadangan sumberdaya alam clan lingkungan hidup 
provinsi; 

b. pcnyusunan RPPLH provinsi. 
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Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengendalian 
pencernaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pemerintah 
Daerah bertanggung jawab atas : 
a. Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan dan evaluasi 

KRP; 

Pasal 13 

(1) Pengendalian penccmaran dan/at.au kerusakan 
lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelcstarian 
fungsi lingkungan hidup. 

(2) Pengendalian penccmaran dan/ atau kerusakan 
lingkungan hidup scbagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilalrukan terhadap media lingkungan hidup dan 
ekosistem. 

I 

(3) Pengendalian pencernaran terhadap media lingkungan 
hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri alas: 
d. pengendalian penccmaran air; 

I . 
b. pengeridalian penccmaran udara; 
c. pengendalian pencemaran laut; dan 
d. pcngcndalian pencemaran tanah. 

(4) Pengendalian kerusakan lingkungan hidup terhadap 
ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri 
atas: 
a. pengendalian kerusakan ekosistem mangrove; 
b. pengendalian kerusakan ckosistem padang lamun; 
c. pengendalian kerusakan ekosistem tcrumbu karang; 
d. pengendalian kcrusakan lahan; 
e. pengendalian kcrusakan ekosistem karst; dan 
f. pengendalian kerusakan ekosistcm hutan di luar 

kawasan hutan. 

Pasal 12 

Bagian Kesatu 
Umum 

BAB VI 
PENGENDALIAN 

a. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup 
provinsi; dan 

b. karakteristik dan fungsi ekosistern. 
(3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup 

provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
ditetapkan dengan Peratura n Guberrrur, dengan 
memperhatikan: 
a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup; 
b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan 
c. keselamatan , mutu hid up, dan kescjahteraan 

masyarakat. 
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(1) Penetapan laboratorium pcngujian parameter kualitas 
lingkungan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf 
b dapat diajukan oleh setiap penyedia jasa laboratorium 
yang mcmenuhi pcrsyaratan : 
a. memiliki sertifikat sebagai laboratorium pengujian 

dengan lingkup parameter kualitas lingkungan yang 
diterbitkan oleh lembaga akreditasi yang berwenang; 
dan/atau 

b. memiliki identitas registrasi yang diterbitkan oleh 
Kementerian Lingkungan Hidup. 

(2) Laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh 
gubernur. 

(3) Instansi lingkungan hidup melakukan pembinaan kepada 
laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan 
yang berada di wilayahnya terkait dengan pemenuhan 
persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan 
perundang­undangan. 

Pasal 15 

(1) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan dan evaluasi KRP 
sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf a meliputi: 
a. Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan dan evaluasi 

RTRW serta rencana tata ruang kawasan strategis 
provinsi; 

b. Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan dan evaluasi 
RPJPD serta RPJMD; dan 

c. Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan dan evaluasi 
KRP pembangunan yang berpotensi menimbulkan 
dampak dan/ atau resiko lingkungan hid up. 

(2) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan dan evalusi RTRW 
serta rencana tata ruang kawasan strategis provinsi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan 
oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang penataan ruang. 

(3) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan dan evalusi 
RPJPD dan RPJMD scbagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b dilakukan oleh SKPD yang menyelenggarakan 
urusan pernerintahan di bidang perencanaan 
pcmbangunan daerah. 

(4) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan dan evalusi KRP 
pembangunan Provinsi yang berpotensi menimbulkan 
dampak dan/ atau risiko lingkungan hidup sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) huruf c dilakukan oleh SKPD 
yang menyusun KRP. 

Pasal 14 

b. Penetapan laboratorium pengujian parameter kualitas 
lingkungan. 
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Pasal 19 

(1) Penetapan kelas air pada sumber air sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 7 huruf a yang berada pada 
lintas kabupaten/kola didasarkan pada hasil pengkajian 
kelas air yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. 

(2) Pengkajian kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan scsuai dengan ketentuan peraturan 
perundang­undangan. 

(3) Ketentuan mengcnai penetapan kelas air pada sumber air 
yang berada pada lintas kabupaten/kola ditetapkan 
dengan Peraturan Gubcrnur. 

Pasal 18 

Pencegahan pcncernaran air sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 huruf a dilakukan melalui upaya: 
a. penctapan kelas air pada sumber air; 
b. pcnetapan baku mutu air daerah; 
c. penetapan baku mu tu air limbah daerah; 
d. pembcrian izin pcmbuangan air limbah ke sumber air; 
e. penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah; 

dan 
f. pemantauan kualitas air pada sumber air. 

Pasal 17 

Paragraf 2 
Pencegahan Pencemaran Air 

Pengendalian pencernaran air sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12 ayat (3) huruf a meliputi: 
a. penccgahan pcnccmaran air; 
b. pcnanggu langan pcnccrnaran air; dan 
c. pemulihan kualitas air. 

Paragraf 1 
Umum 

Pasal 16 

Bagian Kedua 
Pengendalian Pencemaran Air 

(4) Dalam hal laboratorium pengujian parameter kualitas 
lingkungan melanggar peraturan perundang­undangan di 
bidang pcrlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
dan/atau tidak dapat mcnjaga pemenuhan persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka status 
pcnetapannya dicabut oleh Gubernur. 

12 

(1) Penclapan baku mutu air daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 17 huruf b dapat dilakukan lebih ketat dari 
kriteria rnutu air untuk kelas air nasional. 

.: 



(1) Pemantauan kualiLas air pada surnber air sebagaimana 
dirnaksud dalam Pasal 1 7 huruf f yang berada pada lintas 
kabupaten/ kota dilaksanakan oleh masing­masing 
pemerintah kabupaten/kota dan dikoordinasikan oleh 
Instansi Lingkungan Hidup. 

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali. 

(3) Dalam hal hasil pemantauan kualitas air pada sumbcr 
air se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menunjukkan 
kondisi cemar, gubcrnur menetapkan status mutu air 
sasaran. 

(4) Dalam hal hasil pernantauan kualitas air pada surnber 
air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan 
kondisi baik, Kepala Instansi Lingkungan Hidup 
mengkoordinasikan denagn pernerin tah kabupaten / kota 
dalam upaya mempertahankan atau meningkatkan 
kuali tas air. 

Pasal 23 

Pcnyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah 
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 17 huruf e dilakukan 
oleh Pemcrintah Dacrah sesuai ketcntuan peraturan 
perundang­undangan. 

Pasal 22 

(l) Pemberian izin pembuangan air limbah ke sumber air 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d 
dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang­undangan. 

(2) Pemegang izin pcmbuangan air lirnbah ke sumber air 
wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum 
dalam izin pembuangan air lirnbah ke sumber air. 

Pasal 21 

(1) Penetapan baku mutu air lirnbah daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dapat dilakukan lebih 
ketat dari baku mutu air limbah nasional. 

(2) Dalam hal baku mutu air limbah daerah sebagaiman 
dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan maka 
mempedomani ba ku mutu air lim bah nasional. 

(3) Setiap orang yang mernbuang air lirnbah ke sumbcr air 
wajib meriaati baku mutu air limbah sesuai dengan 
keterituan pcraturan perundang­undangan. 

Pasal 20 

\ 

(2) Dalam hal baku mutu air daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) belum ditetapkan maka dapat 
mempedomani baku mutu air nasional. 

(3) Ketcntuan mengcnai baku mutu air daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Dacrah 
tcrsendiri. 
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Pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b meliputi: 

Pasal 26 

Paragraf 1 
Umum 

Bagian Ketiga 
Pen.gendalian Pencemaran Udara 

{1) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang 
melakukan pencemaran air. 

(2) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) dilakukan dengan cara: 
a. penghentia.n sumber pencemar; 
b. pembersihan unsur pencemaran; 
c. remediasi; dan/ atau 
d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

Pasal 25 

Paragraf 4 
Pemulihan I{ualitas Air 

(1) Penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 16 huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang 
yang melakukan pencemaran air. 

(2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/ a tau kegiatan 
wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air 
pada keadaan darurat dan/ atau keadaan yang tidak 
terduga lainnya. 

( 3) D alam hal tcrj ad i keadaan darura t se bagaimana 
dimaksud pada ayat (2), setiap orang melakukan usaha 
dan / atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan 
pencemaran air. 

(4) Penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud 
pada ayal (1) dilakukan dengan cara: 
a. pembcrian informasi peringatan pencemaran air 

kepada masyarakat; 
b. pengisolasian pencemaran air; 
c. pembersihan air yang lercemar; 
d. penghentian sumber pencemaran air (yang 

memberikan pencemaran); dan/atau 
e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

Pasal 24 

Paragraf 3 
Penanggulangan Pencemaran Air 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan 
pencemaran air diatur dengan Peraturan Gubernur. 
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(1) Penetapan baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi 
gas buang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf 
c dilaksanakan sesuai dcngan baku mutu kebisingan dan 
baku mutu emisi gas buang nasional. 

Pasal 30 

(1) Penetapan baku rnutu ernisi clan bak:u mutu gangguan 
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b 
dapat dilakukan lcbih ketat dari baku rnutu emisi clan 
baku mutu gangguan nasional. 

(2) Dalam hal baku mutu emisi dan baku mutu gangguan 
daerah lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
maka mempedomani baku mutu emisi clan baku mutu 
gangguan nasional. · 

(3) Setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan 
yang mengeluarkan ernisi dan/atau gangguan wajib 
menaati baku mutu cmisi dan baku mutu gangguan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

Pasal 29 

(1) Penetapan baku mutu udara ambien daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dapat 
dilakukan lebih ketat dari baku mutu udara nasional. 

(2) Dalam hal baku mutu udara ambien daerah sebagaimana 
diamaksucl pada ayat (1) maka dapat mempedomani 
baku mutu udara ambien nasional. 

Pasal 28 

Penccgahan pcncemaran uclara sebagaimana climaksud 
dalam Pasal 26 huruf a clilakukan melalui upaya: 
a. penetapan baku mutu udara ambien daerah; 
b. penetapan baku mutu emisi clan baku mutu gangguan 

daerah; 
c. pcnetapan baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi 

gas buang; 
d. uji petik tingkat kebisingan dan emisi gas buang; 
e. pemeriksaan dan pcrawatan kendaraan bermotor; dan 
f. koordinasi dan pemantauan kualitas udara ambien. 

Pasal 27 

Paragraf 2 
Pencegahan Pencemaran Udara 

a. pencegahan pencemaran udara; 
b. penanggulangan pencemaran udara; dan 
c. pernulihan kualitas udara sesuai dengan standar 

kesehatan manusia dan lingkungan hidup. 
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(1) Penanggulangan pencemaran udara sebagairnana 
dimaksud dalam Pasal 26 huruf b wajib dilakukan oleh 
setiap orang yang menyebabkan terjadinya pencernaran 
udara. 

Pasal 34 

Paragraf 3 
Penanggulangan Pencemaran U dara 

(1) Koordinasi dan pemantauan kualitas udara ambien 
sebagairnana dirnaksud dalarn pasal 27 huruf f 
dilaksanakan oleh Instansi Lingkungan Hidup. 

(2) Koordinasi dan pernantauan kualitas udara ambien 
terdiri atas: 
a. penyusunan rencana pernantauan kualitas udara 

arnbien; 
b. pelaksanaan pemantauan kualitas udara ambien; 
c. evaluasi hasil pernantauan kualitas udara ambien. 

(3) Koordinasi dan pemantauan kualitas udara arnbien 
dilaksanakan paling sedikit 6 ( enarn) bulan sekali. 

(4) Ketentuan lebih lanjut rnengenai pencegahan 
pencernaran udara diatur dengan Peraturan Gubernur. 

Pasal 33 

( 1 ), Pemeriksaan dan perawatan kendaraan berrnotor 
sebagaimana dirnaksud dalam pasal 27 huruf e wajib 
dilaksanakan oleh setiap pernilik dan/ a tau pengernudi 
kendaraan bermotor. 

(2) Perneriksaan dan perawatan kendaraan bermotor 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap 
kendaraan bermotor yang sistem pembakarannya kurang 
atau tidak sempurna. 

Pasal 32 

Pasal 31 

(1) Uji petik tingkat kebisingan dan emisi gas buang 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf d berlaku 
bagi setiap kendaraan berrnotor yang dioperasikan di 
jalan. 

(2) Uji petik tingkat kebisingan dan ernisi gas buang 
sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesui 
dengan ketentuan peraturan perundang­undangan. 

(2) Baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi 
kendaraan bermotor yang dioperasikan di darat, air, dan 
udara yang rncngeluarkan kebisingan dan emisi gas 
buang. 

(3) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di darat, 
air, dan udara yang mengeluarkan kebisingan dan cmisi 
gas buang wajib memenuhi baku mutu kebisingan dan 
baku mutu emisi gas buang. 
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Pengendalian pencernaran laut sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c meliputi: 
a. pencegahan pencemaran laut; 
b. penanggulangan pcncemaran laut; dan 
c. pemulihan kualitas air laut. 

Pasal 36 

Paragraf 1 
Umum 

Bagian Keempat 
Pengendalian Pencemaran Laut 

(1) Pemulihan kualitas udara sesuai dengan standar 
kesehatan manusia dan lingkungan hidup sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 26 huruf c wajib dilakukan oleh 
setiap orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran 
udara. 

(2) Pemulihan kualitas udara scbagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dengan cara: 
a. inventarisasi sumber pencemaran udara; 
b. perhitungan tingkat pencemaran udara; dan/atau 
c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilrnu 

pengetahuan dan teknologi. 

Pasal 35 

Paragraf 4 
Pemulihan Kualitas U dara Sesuai dengan Standar 

Kesehatan Manusia dan Lingkungan Hidup 

(2) Setiap orang yang rnelakukan usaha dan/ a tau kegiatan 
wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran 
udara pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang 
tidak terduga lainnya. 

(3) Dalam hal tcrjadi keadaan darurat sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) maka setiap orang yang 
rnelakukan usaha dan/ a tau kegiatan wajib melakukan 
penanggulangan pen cemaran udara. 

(4) Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan cara: 
a. mengurangi dan/ a tau menghentikan errusi dan 

kebisingan untuk mencegah perluasan pencemaran 
udara ambient; 

b. merelokasi penduduk/rnasyarakat ke tempat yang 
aman; 

c. menctapkan slandar operasi prosedur (SOP) untuk 
penanggulangan pencemaran udara; dan 

d. cara lain yang dapat mengurangi dampak 
pencemaran udara. 
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(1) Pemberian izm pembuangan air limbah ke laut 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d 
dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan 
ketentuan pcraturan perundang­undangan. 

(2) Pemberian izin pembuangan air limbah ke laut 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada: 
a. kawasan konservasi; 
b. ekosistem mangrove; 
c. ekosistem padang lamun; dan/ atau 
d. ekosistem terumbu karang. 

(3) Pemegang izin pembuangan air limbah ke laut wajib 
menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum 
dalam izin pembuangan air limbah ke laut. 

Pasal 41 

( 1) Penetapan dan pelaksanaan pengelolaan kawasan 
konservasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 
huruf c dilakukan oleh Gubemur. 

(2) Penetapan kawasan konservasi laut sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang­undangan. 

Pasal 40 

(1) Penetapan baku mutu air laut daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dapat dilakukan lebih 
ketat dari baku mutu air laut nasional. 

(2) Dalam hal baku mutu air laut daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan maka dapat 
mempedomani baku mutu air laut nasional. 

Pasal 39 

(1) Penetapan zona kawasan laut sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 37 huruf a dilakukan oleh Gubernur. 

(2) Penetapan zonasi kawasan laut sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan berdasarkan RTRW. 

Pasal 38 

Pencegahan pencemaran laut sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 36 huruf a dilakukan melalui upaya: 
a. penetapan zona kawasan laut; 
b. penetapan baku mutu air laut daerah; 
c. penetapan dan pelaksanaan pengelolaan kawasan 

konservasi laut; 
d. pemberian izin pembuangan air limbah ke laut; dan 
e. pemantauan kualitas air laut. 

Pasal 37 

Paragraf 2 
Pencegahan Pencemaran Laut 
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Paragraf 4 
Pemulihan Kualitas Air Laut 

(I) Pcnanggulangan pencemaran laut sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 36 huruf b wajib dilakukan oleh 
setiap orang yang melakukan pencemaran laut. 

(2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan 
wajib membuat rcncana penanggulangan pencemaran 
laut pada keadaan darurat dan/ a tau keadaan yang tidak 
terduga lainnya. 

(3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), setiap orang yang melakukan 
usaha dan / atau kegiatan wajib melakukan 
penanggulangan pencemaran laut. 

(4) Penanggulangan pencemaran laut sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: 
a. pemberian informasi peringatan pencemaran laut 

kepada masyarakat; 
b. pengisolasian pencemaran laut; 
c. pembersihan laut yang tercemar; 
d. penghentian sumber pencemaran laut (yang 

memberikan pcnccmaran); dan/ atau 
e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 
(5) Penanggulangan pencemaran laut yang diakibatkan 

tumpahan minyak dilakukan melalui mekanisme tanggap 
darurat tumpahan minyak sesuai dengan peraturan 
perundang­undangan. 

Pasal 43 

Paragraf 3 · 
Penanggulangan Pencemaran Laut 

(J) Pemantauan kualitas air laut sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 37 huruf e dilaksanakan oleh Gubernur. 

(2) Pemantauan kualitas air laut sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan untuk menetapkan status mutu 
air laut. 

(3) Pemantauan kualitas air laut sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan 
sekali. 

(4) Dalam hal status mutu air laut pada tingkatan tercemar 
maka dilakukan pcnanggulangan dan pemulihan 
pencemaran air laut. 

(5) Dalam hal status mutu air laut pada tingkatan baik maka 
dilakukan pencegahan pencemaran air laut. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan 
penccmaran laut diatur dengan Peraturan Gubemur. 

Pasal 42 
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(1) Penetapan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi 
pada tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf 
a wajib dimiliki oleh setiap orang dan/atau badan usaha 
yang memanfaatkan air limbah untuk aplikasi pada 
tanah. 

(2) Seliap pemegang izin pemanfaatan air limbah untuk 
aplikasi pada tanah wajib mcnaati persyaratan dan 
kewajiban yang tercantum dalam izin; 

Pasal 47 

Pencegahan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasa1 45 ayat (1) huruf a dilakukan melalui upaya: 
a. penetapan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi 

pada tanah; dan 
b. pemantauan kualitas tanah. 

Pasal 46 

Paragraf 2 
Penccgahan Pencemaran Tanah 

(1) Pengendalian pcncemaran tanah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 ayal (3) huruf d meliputi: 
a. penccgahan pencemaran tanah; 
b. pcnanggulangan pencemaran tanah; dan 
c. pemulihan kualitas tanah. 

(2) Pengendalian pencemaran tanah sebagaimana dimaksud 
pada ayal ( 1) bersumbcr dari : 
a. pcmanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; 

dan 
b. pcngelolaan limbah B3 yang tidak sesuai dengan 

ketentuan teknis. 

Pasal 45 

Bagian Kelima 
Pengendalian Penccmaran Tanah 

Paragraf 1 
Umum 

(1) Pemulihan kualitas air laut sebagairnana dimaksud 
dalam Pasal 36 huruf c wajib dilakukan oleh setiap 
orang yang melakukan pencemaran laut. 

(2) Pemulihan kualitas air laut sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dcngan cara: 
a. penghentian sumbcr pencemaran laut; 
b. pembersihan unsur pencemaran laut; 
c. pcnanganan biota laut dampak dari pencemaran laut; 

dan/atau 
d. cara lain yang scsuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

Pasal 44 
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(1) Pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 45 ayat , (1) huruf c wajib dilakukan oleh setiap 
orang yang melakukan pencemaran tanah. 

(2) Pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dilakukan dengan cara: 
a. penghentian sumber pencemar; 
b. pembersihan unsur pencemaran tanah; dan/atau 
c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

Pasal 50 

Paragraf 4 
Pemulihan Kualitas Tanah 

(1) Penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 45 ayat · (1) huruf b wajib 
dilakukan oleh setia p orang yang melakukan pencemaran 
tanah. 

(2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan 
wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran 
tanah pada keadaan darurat dan/ a tau keadaan yang 
tidak terduga lainnya. 

(3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), setiap orang yang melakukan 
usaha dan / atau kegiatan wajib melakukan 
penanggulangan pencemaran tanah. 

( 4) Penanggulangan pencemaran tanah se bagaimana 
dimaksud pad a ayat ( 1) dilakukan dengan cara: 
a. pemberian informasi peringatan pencemaran tanah 

kepada masyarakat; 
b. pengisolasian pcncemaran tanah; 
c. penghentian sumber penccmaran tanah; dan Zatau 
d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilrnu 

pengetahuan dan teknologi. 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan 

pencemaran tanah diatur dengan peraturan Gubernur. 

Pasal 49 

Paragraf 3 
Penanggulangan Pencemaran Tanah 

(1) Instansi Lingkungan Hidup mengkoordinasikan 
pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 46 h uruf b yang dilaksanakan oleh 
pemerin tab kabupaten / kota. 

(2) Koordinasi pemantauan kualitas tanah yang berada 
dalam 1 (satu) provinsi dilaksanakan paling sedikit 6 
( enam) bulan sekali. · 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan 
pencemaran tanah diatur dengan Peraturan Gubcrnur. 

Pasal 48 
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(1) Pemantauan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasal 52 huruf c dilakukan oleh Instansi 
Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya. 

(2) Pemantauan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan untuk: 
a. mengetahui tingkat perubahan fungsi ekosistem 

mangrove; dan/ atau 

Pasal 55 

( 1) Izin lingkungan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 52 
huruf b wajib dimiliki oleh sctiap orang dan/ atau badan 
usaha yang memanfaatkan ekosistem mangrove. 

(2) Pemegang izin lingkungan scbagaimana dimaksud pada 
ayat (1) wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang 
tercantum dalam izin lingkungan. 

Pasal 54 

(1) Penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem mangrove 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a 
dilakukan sesuai kriteria baku kerusakan ekosistem 
mangrove tingkat nasional. 

(2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/ a tau kegiatan 
wajib menaati kriteria baku kerusakan ekosistem 
mangrove. 

Pasal 53 

Pencegahan kerusakan ekosistem mangrove sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 51 huruf a dilakukan melalui upaya: 
a. penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem mangrove; 
b. penetapan izin lingkungan; dan 
c. pemantauan ekosistem mangrove. 

Pasal 52 

Paragraf2 
Pencegahan Kerusakan Ekosistem Mangrove 

Pengendalian kerusakan ekosistem mangrove sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a meliputi: 
a. pencegahan kerusakan ekosistem mangrove; 
b. penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove; dan 
c. pemulihan kerusakan ekosistem mangrove. 

Pasal 51 

Paragraf 1 
Umum 

Bagian Keenam 
Pengendalian Kerusakan Ekosistem Mangrove 
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Paragraf 1 
Umum 

Bagian Ketujuh 
Pengendalian Kerusakan Ekosistem Padang Lamun 

(1) Pemulihan kerusakan ekosistem mangrove sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 51 huruf c wajib dilakukan oleh 
setiap orang yang melakukan pemanfaatan ekosistem 
mangrove yang menyebabkan kerusakan ekosistem 
mangrove. 

(2) Pemulihan kerusakan ekosistem mangrove sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: 
a. rehabilitasi; 
b. rcstorasi; dan/ atau 
c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

Pasal 57 

Paragraf 4 
Pemulihan Kerusakan Ekosistem Mangrove 

( 1) Penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b wajib 
dilakukan oleh setiap orang yang melakukan perusakan 
ekosistem mangrove. 

(2) Penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove 
se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan 
car a: 
a. pemberian informasi peringatan kerusakan ekosistem 

mangrove kepada masyarakat; 
b. pengisolasian sumber perusak ekosistem mangrove; 
c. penghentian kegiatan pemanfaatan ekosistem 

mangrove; 
d. deliniasi kerusakan akibat kegiatan; 
e. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/ atau 
f. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

Pasal 56 

Paragraf 3 
Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Mangrove 

b. memperoleh bahari pengembangan kebijakan 
perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove. 

(3) Pemantauan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 
1 (satu) tahun. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan kerusakan 
ekosistem mangrove diatur dengan Peraturan Gubernur. 
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(1) Pemantauan ekosistem padang lamun sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 59 huruf c dilakukan oleh Instansi 
Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya. 

(2) Pemantauan ckosistem padang lamun sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk: 
a. mengetahui tingkat perubahan fungsi ekosistem 

padang lamun; dan/ atau 
b. memperoleh bahan pengembangan kebijakan 

perlindungan dan pengelolaan ekosistem padang 
lamun. 

Pasal 62 

( 1) Izin lingkungan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 59 
huruf b wajib dimiliki oleh setiap orang dan/ atau badan 
usaha yang memanfaatkan ekosistem padang lamun. 

(2) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) wajib mentaati persyaratan dan kewajiban yang 
tercantum dalam izin lingkungan. 

Pasal 61 

(1) Penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem padang 
lamun sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 huruf a 
sesuai dengan ketcntuan peraturan perundang­ 
undangan. 

(2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan 
wajib mentaati kriteria baku kerusakan padang lamun 
sesuai ketentuan peraturan perundang­undangan. 

Pasal 60 

Pencegahan kerusakan ekosistem padang lamun 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a dilakukan 
melalui upaya: 
a. penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem padang 

lamun; 
b. penetapan izin lingkungan; dan 
c. pemantauan ekosistem padang lamun. 

Pasal 59 

Paragraf 2 
Pencegahan Kerusakan Ekosistem Padang Lamun 

Pasal 58 
Pengendalian kerusakan ekosistem padang lamun 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b 
meliputi: 
a. pencegahan kerusakan ekosistem padang lamun; 
b. penanggulangan kerusakan ekosistem padang lamun; dan 
c. pemulihan kerusakan ekosistem padang lamun. 
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Paragraf 1 
Umum 

Bagian Kedelapan 
Pengendalian Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang 

( 1) Pemulihan kerusakan ckosistem padang lamun 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c wajib 
dilakukan oleh setiap orang yang melakukan 
pemanfaatan ekosistem padang lamun yang 
menyebabkan kerusakan ekosistem padang lamurr. 

(2) Pemulihan kerusakan ekosistem padang lamun 
se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan 
cara: 
a. rehabilitasi; 
b. restorasi; dan/ atau 
c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

Pasal 64 

Paragraf 4 
Pemulihan Kerusakan Ekosistem Padang Lamun 

a. pemberian informasi peringatan kerusakan ekosistem 
padang lamun kepada masyarakat; 

b. pengisolasian sumber perusak ekosistem padang 
lamun; 

c. penghentian kegiatan pemanfaatan ekosistem padang 
lamun; 

d. deliniasi kerusakan akibat kegiatan; 
e. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/ atau 
f. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

car a: 

( 1) Penanggulangan kerusakan ekosistem padang lamun 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b wajib 
dilakukan oleh setiap orang yang melakukan perusakan 
ekosistem padang lamun. 

(2) Penanggulangan kcrusakan ekosistem padang larnun 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 

Pasal 63 

Paragraf 3 
Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Padang Lamun 

(3) Pemantauan ekosistem padang lamun sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) 
kali dalam 1 (satu) tahun. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan kerusakan 
ekosistem padang lamun diatur dengan Peraturan 
Gubernur. 
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(1) Pemantauan ekosistem terumbu karang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 66 huruf c dilakukan oleh Instansi 
Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya. 

(2) Pemantauan ekosistem terumbu karang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk: 
a. mengetahui tingkat perubahan fungsi ekosistem 

terumbu karang; dan/ atau 
b. mernperoleh bahan pengembangan kebijakan 

perlindungan dan pengelolaan ekosistem terumbu 
karang. 

Pasal 69 

( 1) Izin lingkungan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 66 
huruf b wajib dimiliki oleh setiap orang dan/ atau badan 
usaha yang memanfaatkan ekosistem terumbu karang. 

(2) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang 
tercantum dalam izin lingkungan. 

Pasal 68 

(1) Penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem terumbu 
karang se bagaimana dirnaksud dalam Pasal 66 huruf a 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

(2) Setiap orang yang rnela.kukan usaha dan/ atau kegiatan 
wajib rnenaati kriteria baku kerusakan ekosistem 
terumbu karang. 

Pasal 67 

Pencegahan kerusakan ekosistern terumbu karang 
sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 65 huruf a dilakukan 
melalui upaya: 
a. penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem terumbu 

karang; 
b. penetapan izin lingkungan; dan 
c. pernantauan ekosistem terurnbu karang. 

Pasal 66 

Paragraf 2 
Pencegahan Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang 

Pengendalian kerusakan ekosistem terumbu karang 
sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c 
meliputi: 
a. pencegahan kerusakan ekosistem terumbu karang; 
b. penanggulangan kerusakan ekosistem terumbu karang; 

dan 
c. pernulihan kerusakan ekosistern terumbu karang. · 

Pasal 65 
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Paragraf 1 
Umum 

Bagian Kesembilan 
Pengendalian Kerusakan Lahan 

a. rehabilitasi; 
b. restorasi; dan/ a tau 
c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan kerusakan 

ekosistem terumbu karang diatur dengan Peraturan 
Gubernur. 

cara: 

(1) Pemulihan kerusakan ekosistem terumbu karang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c wajib 
dilakukan olch setiap orang yang melakukan perusakan 
ekosistem terumbu karang. 

(2) Pemulihan kerusakan ekosistern terumbu karang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 

Pasal 71 

Paragraf 4 
Pemulihan Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang 

( 1) Penanggulangan kerusakan ekosistem terumbu karang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b wajib 
dilakukan oleh setiap orang yang 'rnelakukan kerusakan 
ekosistem terumbu karang. 

(2) Penanggulangan ekosistem terumbu karang sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan cara: 
a. pemberian informasi peringatan kerusakan ekosistem 

terumbu karang kepada masyarakat; 
b. pengisolasian sumber perusak ekosistem terumbu 

karang; 
c. penghentian kegiatan pemanfaatan ekosistem terumbu 

karang; 
d. deliniasi kerusakan akibat kegiatan; 
e. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/ atau 
f. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

Pasal 70 

Paragraf 3 
Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang 

(3) Pemantauan ekosistem terumbu karang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) 
kali dalam 1 (satu) ta.bun. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan kerusakan 
ekosistem terumbu karang diatur dengan Peraturan 
Gubernur. 
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( 1) Penanggulangan kerusakan lahan se bagaimana 
dimaksud dalam Pasal 72 huruf b wajib dilakukan oleh 
setiap orang yang melakukan kerusakan lahan. 

(2) Penanggulangan kerusakan lahan se bagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan cara: 
a. pemberian informasi peringatan kerusakan lahan 

kepada masyarakat; 
b. pengisolasian sumber perusak lab.an; 
c. penghentian kegiatan penggunaan lab.an; 

Pasal 76 

Paragraf 3 
Penanggulangan Kerusakan Lahan 

(1) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 
huruf b wajib dimiliki oleh setiap orang dan/ atau badan 
usaha yang melakukan usaha dan/ a tau kegiatan yang 
dapat menyebabkan kerusakan lahan. 

(2) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) wajib mentaati persyaratan dan kewajiban yang 
tercan tum dalam izin lingkungan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan kerusakan 
lahan diatur dengan Peraturan Gubemur. 

Pasal 75 

(1) Penetapan kriteria baku kerusakan lahan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 73 huruf a dilakukan sesuai 
ketentuan peraturan perundang­undangan .. 

(2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/ a tau kegiatan 
wajib menaati kriteria baku kerusakan lab.an. · 

(3) Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan lahan 
se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan 
Peraturan Gubernur. 

Pasal 74 

Pencegahan kerusakan lahan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 72 huruf a dilakukan melalui upaya: 
a. penetapan kriteria baku kerusakan Iahan; 
b. penetapan izin lingkungan; 

Pasal 73 

Paragraf 2 
Pencegahan Kerusakan Lahan 

Pengendalian kerusakan lab.an sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 ayat (4) huruf d meliputi: 
a. pencegahan kerusakan lahan; 
b. penanggulangan kerusakan lahan; dan 
c. pemulihan kerusakan lahan. 

Pasal 72 
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(1} Penctapan kriteria baku kerusakan ekosistem karst 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 huruf a 
dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

Pasal 80 

Pencegahan kerusakan ekosistem karst sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 78 huruf a dilakukan melalui upaya: 
a. penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem karst; 
b. penetapan izin lingkungan; dan 
c. pemantauan ekosistem karst. 

Pasal 79 

Paragraf 2 
Pencegahan Kerusakan Ekosistem Karst 

Pengendalian kerusakan ekosistem karst sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4} huruf e meliputi: 
a. pencegahan kerusakan ekosistem karst; 
b. penanggulangan kerusakan ekosistem karst; dan 
c. pemulihan kerusakan ekosistem karst. 

Pasal 78 

Paragraf 1 
Umum 

Bagian Kesepuluh 
Pengendalian Kerusakan Ekosistem Karst 

(1) Pemulihan kerusakan lahan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 72 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang 
yang melakukan kerusakan lahan. 

(2) Pemulihan kerusakan lahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dengan cara: 
a. remcdiasi; 
b. rehabilitasi; dan/ a tau 
c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

Pasal 77 

Paragraf 4 
Pemulihan Kerusakan Laban 

d. pelaksanaan teknik konservasi tan.ah; 
e. pelaksanaan perubahan jenis komoditi; 
f. deliniasi kerusakan akibat kegiatan; 
g. penanganan dampak yang ditimbulkan; clan/ atau 
h. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 
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Paragraf 4 
Pemulihan Kerusakan Ekosistem Karst 

{ 1) Penanggulangan kerusakan ekosistem karst se bagaimana 
dimaksud dalam Pasal 78 huruf b wajib dilakukan oleh 
setiap orang yang melakukan kerusakan ekosistem karst. 

(2) Penanggulangan ekosistem karst sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) dilakukan dengan cara: 
a. pemberian informasi peringatan kerusakan ekosistem 

karst kepada masyarakat; 
b. pengisolasian sumber perusak ekosistem karst; 
c. penghentian kegiatan pemanfaatan ekosistem karst; 
d. deliniasi kerusakan akibat kegiatan; 
e. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atau 
f. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

Pasal 83 

Paragraf 3 
Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Karst 

(1) Pemantauan ekosistem karst sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 79 huruf c dilaksanakan oleh Instansi 
Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya. 

(2) Pemantauan ekosistem karst sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan untuk: 
a. mengetahui tingkat perubahan fungsi ekosistem karst; 

dan/atau 
b. memperoleh bahan pengembangan kebijakan 

perlindungan dan pengelolaan ekosistem karst. 
(3) Pemantauan ekosistem karst sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 
1 (satu) tahun. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan kerusakan 
ekosistem karst diatur dengan Peraturan Gubernur. 

Pasal 82 

{ 1) Izin lingkungan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 79 
huruf b wajib dimiliki oleh setiap orang dan/ atau badan 
usaha yang memanfaatkan ekosistem karst. 

(2) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) wajib mentaati persyaratan dan kewajiban yang 
tercantum dalam izin lingkungan. 

Pasal 81 

(2) Setiap orang yang memanfaatkan ekosistem karst wajib 
mentaati kriteria baku kerusakan ekosistem karst. 

(3) Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan ekosistem 
karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan 
dengan Peraturan Gu bernur. 
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(1) Penetapan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a 
dilakukan oleh Gubernur. 

(2) Penetapan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada 
basil inventarisasi karakteristik dan fungsi ekosistem 
hutan di luar kawasan hutan. 

I 
I 

Pasal 87 

Pencegahan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan 
hutan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a 
dilakukan melalui upaya: 
a. penetapan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan; 
b. izin lingkungan; dan 
c. pemantauan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan 

hutan. 

Pasal 86 

Paragraf2 
Pencegahan Kerusakan Ekosistem Hutan di Luar Kawasan 

Hu tan 

Pengendalian kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan 
hutan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf 
f meliputi: 
a. pencegahan kerusakan ekosistern hutan di luar kawasan 

hutan; 
b. penanggulangan kerusakan ekosistem hutan di luar 

kawasan hutan; dan 
c. pemulihan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan 

hutan. 

Pasal 85 

Paragraf 1 
Umum 

Bagian Kesebelas 
Pengendalian Kerusakan Ekosistem Hutan di Luar 

Kawasan Hutan 

(1) Pemulihan kerusakan ekosistem karst sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 78 huruf c wajib dilakukan oleh 
setiap orang yang melakukan perusakan ekosistem karst. 

(2) Pemulihan kerusakan ekosistem karst sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) dilakukan dengan 
car a: 
a. rehabilitasi; 
b. restorasi; dan/ atau 
c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

Pasal 84 
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( 1) Penanggulangan kerusakan ekosistem hutan di luar 
kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 85 
huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang 
melakukan perusakan ekosistem hutan di luar kawasan 
hutan. 

(2) Penanggulangan kerusakan ekosistem hutan di luar 
kawasan hutan.dilakukan dengan cara: 
a. pemberian informasi peringatan kerusakan ekosistem 

hutan di luar kawasan hutan kepada masyarakat; 
b. pengisolasian sumber perusakan ekosistem hutan di 

luar kawasan hutan; 
c. penghentian kegiatan pemanfaatan hutan di luar 

kawasan hutan; 
d. deliniasi kerusakan akibat kegiatan; 

Pasal 90 

Paragraf 3 
Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Hutan di Luar 

Kawasan Hutan 

(1) Pemantauan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan 
hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf c 
dilakukan oleh Gubernur. 

(2) Pemantauan ekosistem hutan di luar kawasan hutan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk: 
a. mengetahui tingkat perubahan fungsi ekosistem hutan 

di luar kawasan hutan; dan/ atau 
b. memperoleh bahan pengembangan kebijakan 

perlindungan dan pengelolaan ekosistem hutan di luar 
kawasan hutan. 

(3) Pemantauan ekosistern hutan di luar kawasan hutan 
se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan paling 
sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan kerusakan 
ekosistem hutan di luar kawasan hutan diatur dengan 
peraturan Gubernur. 

( 1) Izin lingkungan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 86 
huruf b wajib dimiliki oleh setiap orang dan/ a tau badan 
usaha yang memanfaatkan ekosistem hutan di luar 
kawasan hutan. 

(2) Setiap pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) wajib mentaati persyaratan dan kewajiban 
yang tercantum dalam izin lingkungan. 

Pasal 89 

Pasal 88 

(3) Penetapan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 
a. fungsi perlindungan; 
b. fungsi pengontrol; dan/ atau 
c. fungsi produksi. 
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Pemeliharaan kualitas air sebagaimana dimaksud · dalam 
Pasal 92 huruf a dilakukan melalui upaya: 
a. konservasi air; dan 
b. pencadangan air. 

Pasal 93 

Paragraf 1 
Umum 

Bagian Kedua 
Pemeliharaan Kualitas Air 

Pemeliharaan lingkungan hidup meliputi: 
a. pemeliharaan kualitas air; 
b. pemeliharaan kualitas udara; 
c. pemeliharaan kualitas air laut; 
d. pemeliharaan kualitas tanah; 
e. pemeliharaan ekosist.em mangrove; 
f. pemeliharaan ekosistem padang lamun; 
g. pemeliharaan ekosistem terumbu karang; 
h. pemeliharaan ekosistem karst; dan 
1. pemeliharaan ekosistem hutan di luar kawasan hutan. 

Pasal 92 

Bagian Kesatu 
Umum 

BAB VII 
PEMELIHARAAN 

( 1) Pemulihan ekosistem hutan di luar kawasan hutan 
se bagaimana dimaksud dalam pasal 85 huruf c wajib 
dilakukan oleh setiap orang yang melakukan perusakan 
ekosistem hutan di luar kawasan hutan. 

(2) Pemulihan ekosistem hutan di luar kawasan hutan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
cara: 
a. rehabilitasi; 
b. restorasi; dan/atau 
c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

Pasal 91 

Paragraf 4 
Pemulihan Kerusakan Ekosistem Hutan di Luar Kawasan 

Hu tan 

e. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/ atau 
f. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 
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Konserva.si kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 96 huruf a dilakukan melalui: 
a. alokasi ruang terbuka hijau (RTH); dan 
b. pemenuhan baku mutu udara ambien. 

Pasal 97 

Paragraf 2 
Konservasi Kualitas Udara 

Pemeliharaan kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam 
Pa.sal 92 huruf b dilakukan melalui upa.ya.: 
a. konservasi kualitas udara; dan 
b. pelestarian fungsi almosfer. 

Pasal 96 

Paragraf 1 
Umum 

Bagian Ketiga 
Pemeliharaan Kualitas Udara 

(1) Pencadangan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 
huruf b dilakukan terhadap sumber air dengan kualitas 
tertentu yang tida.k dapat dikelola. dalam jangka waktu 
tertentu. 

(2) Penca.dangan air sebagaimana. dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalui upaya: 
a. penghentian kegiatan pembuangan air limbah; 

dan/a.ta.u 
b. penghentia.n usaha. dan/ a tau kegiatan pemanfaatan 

air. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan kualitas 

air diatur dengan Peraturan Gubernur. 

Pasal 95 

Paragraf 3 
Pencadangan Air 

(1) Konservasi air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 
huruf a dilakukan sesuai RPPLH yang meliputi kegiatan: 
a. perlindungan kualitas air; 
b. pengawetan air; dan 
c. pemanfaatan air secara lestari. 

(2) Konservasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh Pemerintah Daerah. 

Pasal 94 

Paragraf 2 
Konservasi Air 
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(1) Pencadangan perairan laut sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 99 huruf b dilakukan mclalui penetapan perairan 
laut yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu 
tertentu. I 

I 
j 

Pasal 101 

Paragraf 3 
Pencadangan Perairan Laut 

Konservasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 
huruf a dilakukan melalui: 
a. pengawetan ekosistem yang ada di laut; 
b. pemanfaatan secara lestari perairan laut; 
c. penetapan kawasan konservasi laut; dan 
d. pengaturan f ungsi per air an laut. 

Pasal 100 

Paragraf 2 
Konservasi Laut 

Pemeliharaan kualitas air laut sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 92 huruf c dilakukan mclalui upaya: 
a. konservasi laut; dan 
b. pencadangan perairan laut. 

Pasal 99 

Paragraf 1 
Umum 

Bagian Keempat 
Pemeliharaan Kualitas Air Laut 

(1) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 96 huruf b dilakukan melalui upaya : 
a. penurunan emisi gas rumah kaca; 
b. perlindungan lapisan ozon; 
c. perlindungan terhadap deposisi asam; dan 
d. pelestarian ekosistem yang berfungsi sebagai 

pengendali dampak perubahan iklim. 
(2) Dalam rangka pelestarian fungsi atmosfcr sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun 
Rencana Aksi Daerah (RAD) mitigasi dan adaptasi 
terhadap perubahan iklim. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan kualitas 
udara diatur dengan Peraturan Gubernur. 

Pasal 98 

Paragraf 3 
Pelestarian Fungsi Atmosfir 
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(1) Pencadangan ekosistem mangrove sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 103 huruf b 'dilakukan melalui 
penetapan ekosistem mangr ve yang tidak dapat dikelola 
dalam jangka waktu tertentu 

Paragraf 3 
Pencadangan Ekosistem Mangrove 

~asal Jos 

Konservasi ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 103 huruf a dilakukan melalui : 
a. pengawetan ekosistem mangrove; 
b. pemanfaatan secara lestari ekosistem mangrove. 
c. penetapan fungsi ekosistem mangrove; dan 
d. pengaturan fungsi ekosistem mangrove dalam. rencana tata 

ruang wilayah provinsi. 

Paragraf 2 
Konservasi Ekosistem Mangrove 

Pemeliharaan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 92 huruf e dilakukan melalui upaya: 
a. konservasi ekosistem mangrove; 
b. pencadangan ekosistem mangrove. 

Pasal 103 

Paragraf 1 
Umum 

Bagian Keenam 
Pemeliharaan Ekosistem Mangrove 

(2) Konservasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalui teknik konservasi sesuai dengan 
perkembangan ilmu dan teknologi. 

konservasi tanah. 

(1) Pemeliharaan kualitas tanah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 92 huruf d dilakukan melalui upaya 

Pasal 102 

Bagian Kelima 
Pemeliharaan Kualitas Tanah 

(2) Penetapan perairan laut yang tidak dapat dikelola dalam 
jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dilakukan oleh Gubernur. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan kualitas 
laut diatur dengan Peraturan Gubernur. 
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Pemeliharaan ekosistem terumbu karang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 92 huruf g dilakukan melalui upaya: 
a. konservasi ekosistem terumbu karang; dan 
b. pencadangan ekosistem terumbu karang. 

Pasal 109 

Paragraf 1 
UDlUID 

Bagian Kedelapan 
Pemeliharaan Ekosistem Terumbu Karang 

( 1) Pencadangan ekosistem padang lamun se bagaimana 
dimaksud dalam Pasal 106 huruf b dilakukan melalui 
penetapan ekosistem padang lamun yang tidak dapat 
dikelola dalam jangka waktu tertentu. 

(2) Penet.apan ekosistem padang lamun yang tidak dapat 
dikelola dalam jangka waktu tertentu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur. 

Pasal 108 

Paragraf 3 
Pencadangan Ekosistem Padang Lamun 

Konservasi ekosistem padang lamun sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 106 huruf a dilakukan melalui: 
a. pengawetan ekosistem padang lamun; 
b. pemanfaatan secara lestari ekosistem padang lamun; dan 
c. pengaturan dan penetapan fungsi ekosistem padang 

lamun. 

Pasal 107 

Paragraf 2 
Konservasi Ekosistem Padang Lamun · 

Pemeliharaan ekosistem padang lamun sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 92 huruf f dilakukan melalui upaya: 
a. konservasi ekosistem padang lamun; dan 
b. pencadangan ekosistem padang lamun. 

Paragraf 1 
Umum 

Bagian Ketujuh 
Pemeliharaan Ekosistem Padang Lamun 

(2) Penetapan ekosistem mangrove yang tidak dapat dikelola 
dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur. 
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Paragraf 3 
Pencadangan Ekosistem Karst 

Konservasi ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 112 huruf a dilakukan melalui: 
a. pengawetan ekosistem karst; 
b. pemanfaatan secara lestari ekosistem karst; dan 
c. pengaturan dan penetapan fungsi ekosistem karst. 

Pasal 113 

Paragraf 2 
Konservasi Ekosistem Karst 

Pemeliharaan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 92 huruf h dilakukan melalui upaya: 
a. konservasi ekosistem karst; dan 
b. pencadangan ekosistem karst. 

Pasal 112 

Paragraf 1 
Umum 

Bagian Kesembilan 
Pemeliharaan Ekosistem Karst 

(1) Pencadangan ekosistem terumbu karang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 109 huruf b dilakukan melalui 
penetapan ekosistem terumbu karang yang tidak dapat 
dikelola dalam jangka waktu tertentu. 

(2) Penetapan ekosistem terumbu karang yang tidak dapat 
dikelola dalam jangka waktu tertentu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubemur. · 

Pasal 111 

Paragraf 3 
Pencadangan Ekosistem Terumbu Karang 

Konservasi ekosistem terumbu karang sebagaimana 
dirnaksud dalam Pasal 109 huruf a dilakukan melalui: 
a. pengawetan ekosistem terumbu karang; dan 
b. pemanfaatan secara lestari ekosistem terumbu karang; 

dan 
c. pengaturan dan penetapan fungsi ekosistem terumbu 

karang. 

Paragraf2 
Konservasi Ekosistem Terumbu Karang 
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(1) Pencadangan ekosistem hutan di luar kawasan hutan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b 
dilakukan melalui penetapan kawasan yang bemilai 
penting bagi konservasi keanekaragaman hayati pada 
ekosistem hutan di luar kawasan hutan. 

(2) Penetapan kawasan yang bernilai penting bagi konservasi 
keanekaragaman hayati pada ekosistem hutan di luar 
kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh Gubemur. 

Pasal 117 

Paragraf 3 
Pencadangan Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan 

Konservasi ekosistem hutan di luar kawasan hutan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf a dilakukan 
melalui: 
a. perlindungan ekosistem hutan di luar kawasan hutan; 
b. pengawetan ekosistem hutan di luar kawasan hutan; dan 
c. pemanfaatan secara lestari ekosistem hutan di luar 

kawasan hutan; 

Pasal 116 

Paragraf 2 
Konservasi Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan 

Pemeliharaan ekosistem hutan di luar kawasan hutan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf i dilakukan 
melalui upaya: 
a. konservasi ekosistem hutan di luar kawasan hutan; dan 
b. pencadangan ekosistem hutan di luar kawasan hutan. 

Pasal 115 

Paragraf 1 
Umum 

Bagian Kesepuluh 
Pemeliharaan Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan 

(1) Pencadangan ekosistem karst sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 112 huruf b dilakukan­ melalui penetapan 
kawasan ekosistem karst yang tidak dapat dikelola dalam 
jangka waktu tertentu. 

(2) Penetapan kawasan ekosistem karst yang tidak dapat 
dikelola dalam jangka waktu tertentu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubemur. 
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• ( 1) Sosialisasi lingkungan hid up se bagaimana dimaksud 
dalam pasal 120 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan: 
a. publikasi data dan informasi lingkungan hidup; 
b. penyuluhan; dan 
c. konsultasi. 

Pasal 121 

(1) Hak mendapatkan pembinaan lingkungan hidup 
sebagaimana dimaksud pada pasal 118 huruf b ditcmpuh 
melalui jalur: 
a. sosialisasi; 
b. bantuan teknis; 
c. pendidikan dan pelatihan; dan 
d. pendidikan lingkungan hidup. 

(2) Pembinaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan oleh instansi lingkungan hidup. 

Pasal 120 

Paragraf 3 
Pembinaan Lingkungan Hidup 

Untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat 
sebagaimana dimaksud pada pasal 118 huruf a, Pemerintah 
Daerah berkewajiban menetapkan dan melaksanakan: 
a. program dan kegiatan perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup; dan 
b. Standar Pelayanan Minimal di bidang perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang­undangan. 

Pasal 119 

Paragraf2 
Lingkungan Hidup yang Baik dan Se hat 

Setiap orang berhak mendapatkan : 
a. lingkungan hidup yang baik dan sehat; 
b. pembinaan lingkungan hidup; 
c. akses informasi lingkungan hidup; 
d. akses keadilan. 

Paragraf 1 
Umum 

Bagian Kesatu 
Hak 

BAB VIII 
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN 

40 

Pasal 118 



I 
I 

(1) Pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup sebagaimana 
dimaksud pada pasal 120 huruf c diselenggarakan sesuai 
ketentuan peraturan perundang­undangan, yang 
meliputi: 
a. pendidikan ldan pelatihan teknis; dan 
b. pendidikan dan pelatihan fungsional. 

(2) Pemerintah Daerah menyusun dan mengembangkan 
materi ajar tainbahan dalam kurikulum pendidikan dan 
pelatihan lingkungan hidup, yang wajib diberikan pada 
setiap jenis pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup, 
meliputi: 
a. permasalahan lingkungan hidup daerah; 
b. peraturan I perundang­undangan lingkungan hidup 

daerah; dan 
c. etika linglrungan dan kearifan lokal daerah. 

Pasal 123 

(1) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada pasal 120 
huruf L diberikan dalam bentuk: 
a. bantuan teknis penyusunan program dan kegiatan 

lingkungan hidup di kabupaten/kota; dan 
b. bantuan teknis penyusunan Amdal atau UKL­UPL bagi 

pelaku usaha dan/atau kegiatan skala mikro dan kecil 
yang berdampak penling terhadap lingkungan hidup. 

(2) Bantuan teknis penyusunan program dan kegiatan 
lingkungan hidup kepada kabupaten/kota sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, diberikan dalam bentuk: 
a. bantuan informasi; 
b. konsultasi penyusunan program dan kegiatan; 
c. fasilitasi evaluasi program dan kegiatan. 

(3) Bantuan teknis penyusunan Amdal dan UKL­UPL 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa 
fasilitasi dan/ atau biaya penyusunan Amdal atau UKL­ 
UPL. 

( 4) Kri teria mengenai kegiatan usaha skala mikro dan keci 1 
sesuai dengan ketentuan perundang­undangan, 

Pasal 122 

(2) Publikasi data dan informasi lingkungan hidup 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan 
melalui media yang mudah diakses masyarakat. 

(3) Penyuluhan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b dilakukan kepada masyarakat yang 
diprioritaskan pada wilayah yang memiliki potensi besar 
terjadi pencemaran dan/ a tau kerusakan lingkungan 
hid up. 

(4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
dilakukan atas permintaan pemrakarsa usaha dan/atau 
kegiatan dan/ atau masyarakat umum. 
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Hak mendapatkan akses keadilan sebagaimana dimaksud 
pada pasal 118 huruf d berupa hak untuk: 
a. mengajukan usul dan/ atau kebcratan terhadap rcncana 

usaha dan/atau kcgiatan yang wajib Amdal; 

Pasal 127 

Paragraf 5 
Akses Keadilan 

(1) Instansi lingkungan hidup mengembangkan sistem 
informasi lingkungan hidup, dalam rangka publikasi 
informasi lingkungan hidup. 

(2) Dalam hal terdapat informasi lingkungan hidup yang 
tidak atau belum dipublikasikan dalam sislem informasi 
lingkungan hidup, setiap orang berhak untuk 
mengajukan permohonan informasi kepada Instansi 
Lingkungan Hidup. 

(3) Instansi Lingkungan Hidup dapat menolak perrnohonan 
informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), apabila termasuk jenis informasi yang 
dikecualikan. 

(4) Dalam hal informasi lingkungan hidup yang diminla 
tidak diberikan oleh Instansi Lingkungan Hidup, 
pemohon dapat mengajukan gugatan mclalui 
penyelesaian sengketa informasi publik. 

Pasal 126 

(1) Hak mendapatkan akses informasi lingkungan hidup 
sebagaimana dimaksud pada pasal 118 huruf c berupa 
hak untuk memperoleh data, keterangan, atau informasi 
lain dari Pemerintah Daerah dan/ atau penanggung jawab 
usaha dan/ a tau kegiatan berkenaan dcngan 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang 
menurut sifat dan tujuannya terbuka untuk diketahui 
setiap orang. 

(2) Tata cara mendapatkan akses informasi lingkungan 
hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
sesuai dengan peraturan perundang­undangan, 

Pasal 125 

Paragraf 4 
Akses Informasi Lingkungan Hidup 

(1) Pendidikan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud 
pada 120 ayat (1) huruf d diberikan melalui jalur 
pendidikan formal. 

(2) Gubernur menetapkan pendidikan lingkungan hidup 
sebagai mata ajar muatan lokal pada jenjang pcndidikan 
dasar dan menengah di Daerah. 

Pasal 124 
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(1) Instansi Lingkungan Hidup membentuk Pos Pengaduan 
dan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan I Iidup 
(Pos P3SLH) untuk memfasilitasi pengaduan akibat 

Pasal 130 

(1) Pengaduan akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau 
perusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud 
pada pasal 127 huruf c dilakukan secara lisan atau 
tertulis kepada Instansi Lingkungan Hid up. 

(2) Tata cara pengaduan akibat adanya dugaan penccmaran 
dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai pcra turan 
perundang­undangan. 

(3) Setiap orang yang melakukan pengaduan se bagaimana 
dimaksud pada ayal (1) berhak untuk: 
a. mendapatkan informasi mengenai status penanganan 

pengaduan akibat dugaan penccmaran dan/atau 
perusakan lingkungan hidup; 

b. meneruskan laporan atau pengaduan mcngenai 
dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkunga n 
hidup kepada aparat penegak hukum; 

c. memperoleh bantuan hukum terkait dengan 
penyelesaian kasus pencemaran dan/aLau perusakan 
lingkungan hidup; dan/atau 

d. mendapatkan fasilitasi dalam penyelesaian sengketa 
lingkungan hidup di luar pengadilan. 

Pasal 129 

(1) Pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana 
usaha dan/ a tau kegiatan yang wajib Amdal sebagaimana 
dimaksud pada pasal 127 huruf a dapat disampaikan: 
a. secara tertulis kepada pcmrakarsa dan ins Lansi 

lingkungan hidup pada saat pengumuman rencana 
usaha dan/ atau kegiatan yang dilakukan olch 
pemrakarsa sebelum menyusun dokumen Kerangka 
Acuan; dan/ atau 

b. melalui wakil masyarakat yang terkena dampak 
dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota 
Komisi Penilai Amdal pada saat pernbahasan dokumcn 
Andal dan RKL­RPL. 

(2) Pengajuan usul dan/ atau keberatan terhadap rcncana 
usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL­UPL 
sebagaimana dimaksud pada pasal 128 huruf b dapat 
disampaikan kepada instansi lingkungan hidup pada 
saat pengumuman permohonan izin lingkungan. 

b. mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rcncana 
usaha dan/ atau kegiatan yang wajib UKL­UPL; 

c. melakukan pengaduan akibat adanya dugaan pencemaran 
dan/ a tau perusakan lingkungan hidup; 
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Setiap orang dilarang: 
a. rnelakukan usaha dan/ atau kegiatan tan pa izin 

lingkungan; 
b. rnembuang air limbah secara sekaligus dalam satu saat 

atau pelepasan dadakan; 
c. rnelakukan pengenceran air lirnbah dalam upaya penaatan 

batas kadar yang dipersyaratkan; 
d. rnembuang lirnbah padat dan/atau gas ke dalam sumbcr 

air; 
e. rnelakukan pencemaran air pada sumber air; 
f. rnelakukan pencernaran udara; 
g. rnelakukan pengurnpulan lirnbah B3 skala Provinsi 

(sumber limbah lintas kabupaten/kota) kecuali rninyak 
pelumas/oli bekas tanpa izin; 

h. rnelakukan perusakan mangrove, terurnbu karang 
dan/ atau padang lamun; 

1. rnelakukan pencernaran dan/ atau perusakan 
tanah/lahan; dan/ atau . 

J. melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media 
lingkungan hidup tanpa izin. 

Pasal 132 

Bagian Ketiga 
Larangan 

Setiap orang berkewajiban untuk: 
a. memelihara kelestarian daya dukung dan daya tampung 

lingkungan hidup; 
b. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran 

air, pencemaran laut, pencemaran udara, dan pencernaran 
tanah; dan 

c. rnencegah, menanggulangi, dan rnemulihkan kerusakan 
ekosistem mangrove, ekosistcm padang lamun, ekosistem 
terurnbu karang, lahan, ekosistern karst, dan ekosistern 
hutan di luar kawasan hutan. 

Bagian Kedua 
Kewajiban 

pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 huruf c. 

(2) Pos P3SLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada 
pada Instansi Lingkungan Hidup. 

(3) Togas, fungsi, dan tata laksana kerja Pos P3SLH 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
Peraturan Gubemur. 
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Pasal 131 



• 

( 1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan kelompok 
masyarakat, organisasi lingkungan hidup, dan/ atau 

Pasal 134 

Bagian Kedua 
Kemitraan 

(1) Dalam pelaksanaa.n perlindungan dan pcngelolaan 
lingk.ungan hidup, Pemerintah Daerah dapat melakukan 
kerja sama dengan pemerintah daerah lainnya. 

(2) Kerja sama dengan pemerintah daera h lainnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 
antara: 
a. pemerintah Daerah dengan pemcrintah 

kabupaten/kota dalam provinsi; 
b. pemerintah Daerah dengan pemerintah 

kabupaten/kota dalam provinsi yang berbcda; 
dan/atau 

c. pemerintah provmsi dengan pemerinta h provmsi 
lainnya. 

(3) Kerja sama dengan pemerintah dacrah lainnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bcrupa kerja 
samadalam: ' 
a. pengendalian pencemaran air, udara, tanah, dan/atau 

laut lintas kabupaten/kota; 
b. pengendalian kerusakan mangrove, terumbu karang, 

padang lamun, tanah, karst, dan/ atau hutan di luar 
kawasan hutan lintas kabupa.ten/kota; 

c. penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan di 
bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hid up; 

d. penyelesaian pengaduan akibat dugaan terjadinya 
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; 

e. pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha 
dan/ atau kegiatan atas ketentuan dalam izin 
lingkungan dan/ a tau izin PPLH; 

f. pelaksanaan diseminasi peraturan perundang­ 
undangan di bidang PPLH; dan/ atau 

g. pengembangan sistem informasi lingkungan hidup; 
dan/atau 

h. penetapan kelas air dan/ atau baku mutu air pada 
sumber air lintas provinsi. 

(4) Tata cara kerja sama antara pemerintah dacrah dengan 
pemerintah daerah lainnya dilaksanakan sesuai dcngan 
ketentuan peraturan perundang­undangan. 

Pasal 133 

Bagian Kesatu 
Kerja Sama Antar Daerah 

BAB IX 
KERJASAMA DAN KEMITRAAN 
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I 
I 

(1) Pengawasan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
135 ayat (3) huruf a, berupa : 
a. mengawasi pelaksanaan kebijakan dan 

program/kegiatan PPLH yang dilakukan oleh 
Pemerintah Daerah; 

b. pemantauan terhadap dampak lingkungan hidup 
ak:ibat pelaksanaan usaha dan/ atau kegiatan, serta 
program dan kegiatan Pemerintah Daerah; 

Pasal 136 

(1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama 
dan seluas­luasnya untuk berperan aktif dalam kcgiatan 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang 
diselenggarakan oleh pemerintah daerah 

(2) Peran aktif masyarakat dalam perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk: 
a. meningkatkan kepedulian masyarakat dalam PPLH; 
b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, 

dan kemitraan; 
c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan 

masyarakat; 
d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan 

masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan 
e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan 

lokal dalam rangka pelestararian f ungsi lingku n gan 
hid up. 

(3) Peran aktif masyarakat dapat berupa: 
a. pengawasan sosial; 
b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; 
c. penyampaian informasi dan/atau laporan; 
d. pelaksanaan kegiatan PPLH yang dilakukan secara 

mandiri dan/ atau bermitra dengan pemerintab daerah 
dan atau lembaga lainnya; dan/ atau 

e. memberikan pendidikan, pelatihan, pendampingan 
kegiatan PPLH oleh kelompok masyarakat kepada 
kelompok/ anggota masyarakat lainnya. 

Pasal 135 

BABX 
PERAN SERTA MASYARAKAT 

asosiasi pengusaha atau profesi dalam perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup. 

(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah 
Daerah dan kelompok masyarakat.organisasi lingkungan 
hidup, dan/ atau asosiasi pengusaha atau profesi yang 
bersangkutan. 

(3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang­undangan. 

46 



48 

Pelaksanaan kegiatan PPLH yang dilakukan secara mandiri, 
bermitra dengan Pemcrintah Daerah, dan/ a tau lcmbaga 
lainnya sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 135 ayat (3) 
huruf d dapat berupa: 
a. pengolahan air limbah; 
b. pencegahan, penanggulangan dan pemulihan akibal 

pencemaran lingkungan hidup; 
c. pencegahan, penanggulangan dan pemulihan akibat 

kerusakan lingkungan hidup; 
d. pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3; dan/ atau 
e. pembersihan tumpahan minyak di laut. 

( 1) Penyarnpaian informasi dan/ atau laporan sebagairnana 
dimaksud dalarn Pasal 135 ayat (3) huruf c diberikan 
kepada Pemerintah Daerah melalui sarana komunikasi 
yang demokratis. 

(2) Penyarnpaian informasi dan/ atau laporan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1} dapat berupa: 
a. informasi mengenai dugaan terjadinya pencemaran 

dan/ atau keruakan lingkungan hidup; dan/ a tau 
b. informasi dan/ a tau laporan mengenai kegiatan PPLH 

yang akan, sedang, dan/ atau telah dilaksanakan oleh 
masyarakat; 

Pasal 138 

(1) Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (3) huruf b 
berupa: 
a. memberikan usul, pertimbangan dan/atau saran 

kepada Pemerintah Daerah dalarn PPLH; 
b. memberikan saran dan pendapat kepada pemerintah 

daerah dalarn perumusan kebijakan dan strategi PPLH; 
c. memberikan saran, pendapat, usul dan / a tau 

keberatan kepada pemerintah dacrah mengenai 
rencana usaha dan/ atau kegiatan yang berdampak 
terhadap lingkungan hid up; dan/ a tau 

d. menyarnpaikan pengaduan akibat dugaan pencemaran 
dan/atau perusakan lingkungan hidup kcpada 
Pemerintah Daerah. 

Pasal 137 

c. pemantauan pelaksanaan kebijakan, Peraturan Daerah 
dan Peraturan Gubernur; dan 

d. bentuk pengawasan sosial lainnya, sepanjang tidak 
bertentangan dengan kctentuan pcraturan pcrundang­ 
undangan. 

(2) Masyarakat berhak rnenindaklanjuti hasil pengawasan 
sosial melalui mekanisme kcberatan, pemberian saran, 
atau pengaduan, sesuai ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 
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(1) Pernrakarsa usaha dan/atau kcgiatan mengajukan 
permohonan izin lingkungan kepada Kepala Instansi 
Lingkungan Hidup. 

(2) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pengajuan: 
a. penilaian dokumen Andal dan RKL­RPL; atau 

Pasal 143 

Setiap rencana usaha dan/ atau kegiatan yang wajib Amdal 
atau UKL­UPL yang rnenjadi kewenangan Pemerintah Dacrah 
wajib rnerniliki izin lingkungan dari Gubernur. 

Pasal 142 

Bagian Kesatu 
Izin Lingkungan 

BAB XII 
PERIZINAN 

(1) Pernerintah Daerah rnengakui, menghorrnati, rnelindungi 
dan mengukuhkan hak­hak masyarakal adat atas 
wilayah pengelolaan surnberdaya alain dan lingku nga n 
hid up. 

(2) Masyarakat hukum adat sepanjang merrurut 
kenyataannya masih ada dan diakui ke bcradaannya 
berhak: 
a. rnelakukan pernungutan hasil hutan untuk 

pemenuhan kebuluhan hidup sehari­hari masyarakal 
adat yang bersangkutan. 

b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan 
leluhur adat yang berlaku dan tidak bcrlenlangan 
dengan Undang­undang. 

c. mendapatkan pernberdayaan dalam rangka 
meningkatkan kescjatraannya. 

(3) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya rnasyarakat 
hukurn adat ditetapkan dengan peraturan daerah. 

Pasal 141 

BAB XI 
PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT 

Pendidikan, pelatihan, pendampingan kegiatan PPLH oleh 
kelornpok masyarakat kepada kelompok/ anggota masyarakal 
lainnya sebagairnana dimaksud dalarn Pasa] 135 ayat (3) 
huruf e dapat berupa: 
a. bim bingan teknis PPLH; 
b. pendarnpingan kegiatan PPLH. 

Pasal 140 
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(1) Terhadap permohonan izin lingkungan yang dinyatakan 
lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1) 
huruf a, Instansi Lingkungan Hidup mclakukan 
pengumuman mclalui multimedia dan pa pan 
pengumuman di lokasi usaha dan/ atau kegiatan: 
a. paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak 

dokumen Anda] dan RKL­RPL dinyatakan lcngkap 

Pasal 145 

(1) Hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayal (4) dapat 
berupa: 
a. permohonan izin lingkungan dinyatakan lengkap; atau 
b. permohonan izin lingkungan dinyatakan tidak lengap. 
b. Dalam hal permohonan izin lingkungan dinyatakan 

lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
Instansi Lingkungan Hidup memberi tanda bukti 
kelengkapan administrasi kepada pemohon. 

c. Dalam hal permohonan izin lingkungan dinyatakan 
tidak lengkap scbagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b, Instansi Lingkungan Hidup mengembalikan 
permohonan izin lingkungan kepada pemohon disertai 
dengan alasan­alasan penolakan. 

Pasal 144 

b. pemeriksaan UKL­UPL. 
(3) Permohonan izin lingkungan sebagairnana dimaksud 

pada ayat (1) hams dilengkapi dengan: 
a. dokumen Amdal atau UKL­UPL; 
b. dokumen pendirian usaha dan/ atau kegiatan; dan 
c. profil usaha dan/ a tau kegiatan. 

(4) Instansi Lingkungan Hidup melakukan pemeriksaan 
kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) yang terdiri atas: 
a. kelengkapan administrasi usaha dan/ alau kegiatan 

wajib Amdal, meliputi: 
1) bukti formal bahwa rencana lokasi usaha dan/ atau 

kegiatan telah sesuai dengan rencana Lala ruang; 
2) bukti formal bahwa jenis rencana usaha dan/alau 

kegiatan secara prinsip dapat dilaksanakan; dan 
3) tanda bukti registrasi kompetcnsi bagi lcmbaga 

penyedia jasa penyusunan dokumcn Amdal dun 
sertifikasi kompctensi penyusun Amdal. 

b. kelengkapan administrasi forrnulir UKL.:.UPL, antara 
lain: 
1) kesesuaian dengan tata ruang; 
2) diskripsi rinci rencana usaha dan/ atau kegiatan; 
3) dampak lingkungan hidup yang akan terjadi; 
4) program pengclolaan dan pernantauan lingkungan 

hidup; dan 
5) peta lokasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan 

hid up. 
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(1) Izin Lingk:ungan yang telah diterbitkan olch Gubernur 
wajib diumumkan melalui media massa dan Zatau 
multimedia. 

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayal (1) 
dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja scjak 
diterbitkan izin lingkungan. 

Pasal 147 

(1) 
I 

Penilaian dokumcn Andal dan RKL­RPL, dan 
rekomendasi hasil penilaian atau penilaian akhir dari 
Komisi Penilai Amdal dilakukan dalam jangka waktu 75 
(tujuh puluh lima) hari terhitung scjak dokumcn Andal 
dan RKL­RPL dinyatakan lengkap secara administrasi. 

(2) Pemeriksaan formulir UKL­UPL, rekomendasi UKL­UPL, 
dan penerbitan izin lingkungan dilakukan dalam jangka 
waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung scjak Iorrnulir 
UKL­UPL dinyatakan lengkap sccara adminisirasi. 

(3) Penerbitan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau 
keputusan ketidak layakan lingkungan hidup, dan 
penerbitan izin lingkungan dilakukan dalam · jangka 
waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya 
rekomendasi kelayakan lingkungan hidup atau ketidak 
layakan lingkungan hidup. 

Pasal 146 

secara administrasi; atau 
b. paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung scjak fonnulir 

UKL­UPL dinyatakan lengkap secara adminitrasi. 
(2) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan 

tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) melalui: 
a. wakil masyarakat yang terkena dampak dan / a tau 

organisasi masyarakat yang menjadi anggola Komisi 
Penilai Amdal da lam jangka waktu paling lama 1 0 
(sepuluh) hari kerja sejak diumumkan perrnohonan 
izin lingkungan; atau 

b. Kepala Instansi Lingkungan Hidup, dalarn jangka 
waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan 
permohonan izin lingkungan bagi usaha dan / a tau 
kegiatan UKL­ UPL 

(3) Instansi Lingkungan Hidup melakukan penilaian 
dokumen Andal dan RKL­RPL atau pernerilcsnan formulir 
UKL­UPL kepada pemohon yang dinyatakan lcngkap 
se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1). · 

( 4) Berdasarkan penilaian dokumen Andal dan RKL­ RPL 
atau pemeriksaan UKL­UPL sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), Kepala lnstansi Lingkungan Hidup scsuai 
kewenangannya menerbitkan: 
a. keputusan kelayakan lingkungan hidup atau 

keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup; atau 
b. rekomendasi UKL­UPL. 
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( 1) Setiap badan usaha yang melakukan kegiatan 
pengumpulan limbah 83 skala Provinsi wajib memiliki 
izin dari Gubernur. 

(2) Badan usaha yang kegiatan utamanya berupa 
pengumpulan limbah B3 wajib memiliki: 
a. laboratorium analisa atau alat analisa limbah 83 di 

lokasi kegiatan pengumpulan limbah B3; dan 
b. tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan 

limbah B3. . 
(3) Kegiatan pengumpulan limbah B3 hanya diperbolehkan 

apabila: 
a. jenis limbah B3 tersebut dapat dimanfaatkan: 

dan/atau 
b. badan usaha pengumpul limbah B3 telah memiliki 

kontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat, pengolah, 
dan/ atau penimbun limbah B3 yang telah merniliki 
izin. 

Pasal 151 

Paragraf 2 
Izin Pengumpulan Limbah B3 

Izin Perlindungan dan Pengclolaan Lingkungan Hidup 
meliputi: 
a. izin pengumpulan limbah B3 skala provinsi (sumber 

limbah lintas kabupaten/kota), kecuali minyak 
pelumas/oli bekas; clan 

b. rekornendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional. 

Pasal 150 

Paragraf 1 
Umum 

Bagian Kedua 
Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

( 1) Masa berlakunya izin lingkungan sama dengan masa 
berlakunya izin usaha dan/ atau kegiatan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara izm 
lingkungan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. 

Pasal 149 

(1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib 
mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan, 
apabila usaha dan/ a tau kegiatan yang telah mempcroleh 
izm lingkungan direncanakan untuk dilakukan 
perubahan. 

(2) Perubahan usaha dan/ atau kegiatan scbagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang­undangan. 

Pasal 148 
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(1) Terhadap kelengkapan adrninistrasi perrnohonan izin 
yang dinyatakan lengkap scbagairnana dimaksud dalam 
Pasal 152 ayat (4), Kepala Instansi Lingkungan Hidup 
menugaskan tirn verifikasi untuk rnenilai kcscsuaian 
antara persyaratan yang diajukan oleh pemohon dcngan 
kondisi nyata di lokasi usaha dan/ atau kegiatan yang 
dilengkapi dengan Berita Acara. 

(2) Hasil verifikasi se bagaimana dirnaksud pada ayat ( 1 ) 
dapat berupa terdapat kesesuaian atau kctidaksesuaian 
antara persyaratan yang diajukan pernohon dcngan 
kondisi nyata di lokasi usaha dan/atau kegiatan. 

(3) Hasil verifikasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 
disampaikan kepada pemohon paling lama 7 (Lujuh) hari 
kerja setelah verifikasi teknis dilaksanakan. 

(4) Dalam hal hasil verifikasi terdapat kesesuaian antara 
persyaratan yang diajukan pernohon dengan kondisi 
nyata di lokasi usaha. dan/atau kcgiatan sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (2), Gubernur menerbitkan izin. 

(5) Dalam hal hasil verifikasi tidak terdapat kescsuaian 
antara persyaratan yang diajukan pemohon dcngan 
kondisi nyata di lokasi usaha dan/ a tau kcgiatan 
sebagairnana dimaksud pada ayat (2), Gubcrnur 
menerbitkan surat penolakan permohonan izin kepada 
pernohon yang disertai alasan penolakan. 

Pasal 153 

(1) Pemohon mengajukan permohonan izin pengumpulan 
limbah B3 kepada Kepala Instansi Lingkungan Hid up. 

(2) Permohonan izin pengumpulan limbah B3 sebagairnana 
dimaksud pada ayat ( 1) dilampiri: 
a. mengisi dan melengkapi formulir permohonan izin; 
dan 
b. melengkapi persyaratan administrasi dan tcknis. 

(3) Instansi Lingkungan Hid up melakukan pen ilaian 
kelengkapan administrasi yang diajukan pcmohon yang 
telah memenuhi persyaratan sebagaimana dirriaksud 
dalam ayat (1). 

(4) Hasil penilaian kelengkapan administrasi scbagaimana 
dimaksud pada ayal (3) dapat berupa kelengkapan 
administrasi permohonan izin dinyatakan lengkap atau 
tidak lengkap. 

(5) Dalam hal kelengkapan administrasi perrnohonan izin 
dinyatakan lengkap sebagaimana dirnaksud pada ayat 
(4), Instansi Lingkungan Hidup membcrikan tanda bukti 
kelengkapan administrasi kepada pemohon paling lama 7 
(tujuh) hari kerja sejak permohonan izin dan dokumen 
administrasi diterima. 

(6) Dalam hal kelengkapan administrasi permohonan izin 
dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4), Instansi Lingkungan Hidup merigembalikan 
kepada pernohon disertai alasan­alasan penolakan. 
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(1) Setiap badan usaha yang mclakukan pengumpulan 
limbah B3 skala nasional wajib merniliki izin dari pcja bat 
yang berwenang setelah mendapat rekornendasi izin dari 
Gubernur. 

(2) Gubemur dalam . mcncrbitkan rekomendasi izrn 
pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat mcndelegasikan kepada Kcpala In stan si 

_Lingkungan Hidup. 

Pasal 158 

Paragraf 3 
Rekomendasi Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala 

Nasional 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara izm 
pengumpulan limbah B3 ditetapkan dengan Peraturan 
Gubernur. 

(1) Izin pengumpulan lirnbah B3 berakhir apabila: 
a. telah habis masa berlaku izin dan tidak diperpanjang; 

a tau 
b. dicabut oleh Gubernur. 

Pasal 157 

Apabila terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, 
dan/atau cara penyimpanan dan pengurnpulan limbah B3, 
pemohon wajib mengajukan permohonan izin baru. 

Pasal 156 

(1) Izin pengumpulan limbah B3 berlaku selarna 5 (lima) 
tahun dan dapat diperpanjang. 

(2) Permohonan perpanjangan izin diajukan kcpada Kcpala 
Instansi Lingkungan Hidup paling lama 60 (enam puluh) 
hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir. 

Pasal 155 

(1) Izin pengumpulan limbah B3 skala Provinsi diterbitkan 
paling lama 45 (empat puluh lima) hari kcrja terhitung 
sejak diterimanya surat permohonan izin secara lengkap. 

(2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tcrlampauai, gubernur Lidak 
mengeluarkan/menerbilkan keputusan permohonan izrn 
riiaka permohonan izin dianggap disetujui. 

Pasal 154 
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(1) Basil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal l 59 
ayat (4) dapat berupa terdapat kesesuaian atau 
ketidaksesuaian antara persyaratan yang diajukan 
pemohon dengan kondisi nyata di lokasi usaha dan/atau 
kegiatan. 

(2) Dalam hal hasil verifikasi tcrdapat kesesuaian antara 
persyaratan yang diajukan pemohon dengan kondisi 
nyata di lokasi usaha dan/ atau kegiatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Kepala Instansi Lingkungan 
Hidup menerbitkan rekomendasi izm pengumpulan 
limbah B3 kepada pcrnohon. 

(3) Dalam hal hasil verifikasi tidak terdapat kcsesuaian 
antara persyaratan yang diajukan pcmohon dcngan 
kondisi nyata di lokasi usaha dan / atau kcgiatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kcpala Instansi 
Lingkungan Hidup mengeluarkan surat penolakan 
permohonan rekomendasi izin pengumpulan Iimbah B3 
kepada pemohon disertai alasan penolakan. 

(4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) had 
kerja setelah vcrifikasi teknis dilaksanakan. 

Pasal 160 

(1) Untuk memperoleh rekomendasi izm pengumpulan 
limbah B3 skala nasional sebagaimana dirnaksud dalam 
Pasal 158, badan usaha mengajukan permohonan 
rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional 
kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup. 

(2) Instansi Lingkungan Hidup mela.kukan penilaian 
kelengkapan administrasi izin pengumpulan limbah B3 
skala Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Basil penilaian kelengkapan administrasi scbagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kclcngkapa n 
administrasi dinyatakan lengkap atau tidak lengkap 

(4) Dalam hal kelengkapan administrasi dinyalakan. lcngkap 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kcpala Instansi 
Lingkungan Hidup menugaskan tirn verifikasi un Luk 
menilai kesesuaian antara persyaratan yang diajuka n 
oleh pemohon dengan kondisi nyata di lokasi uaaha 
dan/ atau kegiatan yang dilengkapi dengan Berita Acara. 

(5) Dalam hal kelengkapan administrasi dinyatakan tidak 
lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kcpala 
Instansi Lingkungan Hidup mengembalikan permohonan 
rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional 
kepada pemohon dengan disertai alasan­alasan 
penolakan. 

Pasal 159 
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(1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana 
dimaksud pada pasal 163 dan pasal 164, Gubcrnur 
mendelegasikan kepada Jnstansi Lingkungan Hidup dan 
rnenetapkan Pejabal Pcngawas Lingkungan Hidup yang 
merupakan peja bat fungsiona l di lingkungan Instansi 
Lingkungan Hidup. 

(2) Penetapan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilalrukan 
terhadap pegawai negen sipil yang memcnuhi 
persyaratan: 

Pasal 165 

Gubernur dapat melakukan pengawasan terhadap kctaatan 
penanggung jawab usaha dan/ atau kegialan yang izin 
lingkungan dan izin PPLH­nya diterbitkan olch pemerintah 
kabupaten/kota, jika dianggap Lerjadi pelanggaran yang 
serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup. / 

Pasal 164 

Gubernur melaksanakan pengawasan terhadap ketaatan 
penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas ketent.uan 
yang ditetapkan dalam: 
a. izin lingkungan yang diterbitkan olch Gubernur; 
b. izin pengumpulan lirnbah B3 skala Provinsi (surnber Jin Las 

kabupaten/kota), kccuali rninyak pe1umas/oli bckas; dan 
c. peraturan perundang­undangan di bidang pcrlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup. 

Pasal 163 

BAB XIII 
PENGAWASAN 

(1) Persetujuan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 
skala nasional berlaku untuk 1 (satu) kali pengajuan 
permohonan izin pengurnpulan limbah B3 skala nasiorial. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pcrrnohonan 
dan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala 
nasional ditetapkan dengan Peraturan Gubcrnur. 

Pasal 162 

(1) Persetujuan atau penolakan permohonan rekorncndasi 
izin dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja 
sejak diterimanya permohonan rekomendasi izin. 

(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) Kepala Instansi Lingkungan Hidup tidak 
menerbitkan keputusan pcrmohonan rekomendasi izm, 
permohonan rekomcndasi izin dianggap disctujui. 
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dilarang 
Pcngawas 

kegiatan 
Pejabat 

(3) Pemrakarsa usaha dan/ atau 
menghalangi pelaksanaan tugas 
Lingkungan Hidup. 

(1) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup berwenang: 
a. melakukan pemantauan; 
b. meminta keterangan; 
c. membuat salinan dari dokumen dan/atau mcmbual 

catatan yang diperlukan; 
d. memasuki ternpat tertentu; 
e. memotret; 
f. membuat rekarnan audio visual; 
g. mengambil sampel; 
h. memeriksa peralatan; 
1. memeriksa instalasi dan/ a.tau alal transportasi; 

dan /atau 
j. menghentikan pclanggaran tertentu. 

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengawas 
Lingkungan Hidup dapat melakukan koordinasi dcngan 
PPNS. 

Pasal 167 

(1) Dalani melakukan pengawasan, Pejabat Pengawas 
Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada pasaJ 
165 ayat (2) berwcnang melakukan tindakan­tindakan 
tertentu berdasarkan peraturan perundang­undangan. 

(2) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup mclaksanakan 
pengawasan scsuai dengan kebijakan yang tclah 
ditetapkan Kepala instansi lingkungan hidup. 

(3) Pelaksanaan pengawasan oleh Pejabat Pengawas 
Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
dan ayat (2), meliputi: 
a. pemantauan secara berkala kelengkapan pcrizinan dan 

persyaratan lingkungan hidup, serta pelaksanaan 
pengendalian pencemaran dan/ a tau kerusakan oleh 
pemrakarsa usaha dan/ a tau kegiatan; 

b. pelaksanaan tindakan­tindakan pengawasan sesuai 
dengan kewenangan Pejabat Pengawas Lingkungan 
Hid up; 

c. pelaporan hasil pengawasan kepada Kepala instansi 
lingkungan hidup; dan 

d. kegiatan­kegiatan lain berdasarkan perat.uran 
perundang­undangan. 

Pasal 166 

a. telah lulus Diklat Fungsional Pengawas Lingkunga n 
Hid up; 

b. memahami permasalahan lingkungan hidup di Daerah; 
dan 

c. memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan dalam 
peraturan perundang­undangan. 
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(1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan kelompok 
rnasyarakat, organisasi lingkungan hidup, dan/ atau 

Pasal 134 

Bagian Kedua 
Kemitraan 

(1) Dalam pela.ksanaan perlindungan dan pcngclolaan 
lingkungan hidup, Pemerintah Daerah dapat melakukan 
kerja sama dengan pemerintah daerah lainnya. 

(2) Kerja sama dengan pemerintah daerah lainnya 
sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) dapat dilakukan 
antara: 
a. pemerintah Daerah dengan pernerintah 

kabupaten/ kota dalam provinsi; 
b. pemerintah Daerah dengan pemerintah 

kabupaten/kota dalam provinsi yang berbeda; 
dan/atau 

c. pemerintah provmsi dengan pemerintah provinsi 
lainnya. 

(3) Kerja sama dengan pemerintah dacrah lainnya 
sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) dapat berupa kerja 
sama dalam: ' 
a. pengendalian pencemaran air, udara, tanah, dan/ atau 

laut lintas kabupaten/kota; 
b. pengendalian kerusakan mangrove,lerumbu karang, 

padang lamun, tanah, karst, dan/ atau hutan di luar 
kawasan hutan lintas kabupaten/kota; 

c. penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan di 
bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hid up; 

d. penyelesaian pengaduan akibat dugaan terjadinya 
pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup; 

e. pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha 
dan/ atau kegiatan atas ketentuan dalarn izm 
lingkungan dan/ atau izin PPLH; 

f. pelaksanaan diseminasi peraturan pcrundang­ 
undangan di bidang PPLH; dan/ atau 

g. pengembangan sistem informasi lingkungan hidup; 
dan/atau · 

h. penetapan kelas air dan/ a tau ba.ku mutu air pad a 
sumber air lintas provinsi. 

(4) Tata cara kerja sama antara pemerintah daerah dengan 
pemerintah daerah lainnya dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang­undangan. 

Pasal 133 

Bagian Kesatu 
Kerja Sama Antar Daerah 

BABIX 
KERJASAMA DAN KEMITRAAN 
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Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 
ayat (1) huruf a dikenakan kepada penanggung jawab usaha 
dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap 
persyaratan dan kewajiban yang tercanturn dalarn Izin 
Lingkungan, Izin PPLH, dan/atau peraturan perundang­ 
undangan di bidang perlindungan dan pengclolaa n 
lingkungan hidup, tctapi belurn menimbulkan darnpak 
negatif terhadap lingkungan hidup. 

Bagian Kcdua 
Teguran Tertulis 

~ Pasal 170 

(1) Sanksi administratif scbagaimana dimaksud dalam Pasal 
168 ayat (1) terdiri atas: 
a. teguran tertulis; 
b. pembekuan izin lingkungan; atau 
c. pencabutan izin lingkungan. 

(2) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), tidak mcmbcbaskan pemrakarsa usaha 
dan/ atau kegiatan dari tanggungjawab pcmulihan fungsi 
lingkungan hidup, sanksi perdata, dan sanksi pidana. 

Pasal 169 

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap 
ketentuan Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (2), Pasal 24 ayal 
(1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (J), 
Pasal 29 ayat (4), PasaJ 30 ayat (3), Pasal 34 ayat (J ), Pasal 
34 ayat (2), Pasal 34 ayat (3), Pasal 35 ayat (1), Pasal 43 ayat 
(1), Pasal 43 ayat (2), Pasal 43 ayat (3), pasa.1 44 ayaL (J ), 
Pasal 47 ayat (2), Pasal 49 ayat (1), Pasal 49 ayat (2), Pasal 
49 ayat (3), Pasal 59 ayat (1), Pasal 59 ayat (2), Pasal 53 ayat 
(2), Pasal 56 ayat (1), Pasal 57 ayat (1), Pasal 60 ayat (2), 
Pasal 61 ayat (2), Pasal 63 ayat (1), Pasal 64 ayat (1), Pasal 
67 ayat (2), Pasal 68 ayat (2), Pasal 70 ayat ('1), Pasal 71 ayat 
(1), Pasal 74 ayat (2), Pasal 75 ayat (2), Pasal 76 ayat (1), 
Pasal 77 ayat (1), Pasal 80 ayat (2), Pasal 8 J ayat (2), Pasal 
83 ayat (1), Pasal 84 ayat (1), Pasal 88 ayat (2), Pasal 90 ayal 
(1) dan/atau Pasal 91 ayat (1) dikenakan sanksi adrninistratif 
oleh Gubernur. 

Pasal 168 

Bagian Kesatu 
Um um 

BAB XIV 
SANKS! ADMINISTRA TIF 
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(1) Penyelesaian. sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh 
di luar pengadilan atau melalui pengadilan scsuai pilihan 
para pihak yang bersengketa. 

(2) Penyelcsaian sengketa lingkungan hidup mclalui 
pengadilan dapat diternpuh apabila penyelcsaian 
sengketa di luar pengadilan dinyatakan tidak berhasil 
oleh salah satu atau para pihak yang berscngketa. 

. Pasal 173 

Bagian Kesatu 
Umum 

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP 
BAB XV 

(1) Pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 
dimaksud dalam Pasal 169 ayat ( l) huru f c dikenakan 
apabila penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan: 
a. memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain 

tanpa persetujuan tcrtulis dari pemberi izin usaha dan 
I atau; 

b. telah menyebabkan tcrjadinya pencernaran dan / atau 
perusakan lingkungan yang mcmbahayakan 
keselamatan dan kcschatan manusia. 

(2) Pencabutan izm lingkungan dan/ a tau izm PPLH 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dcngan 
Keputusan Gubernur. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengcnai tata cara pencrapan 
sanksi administratif diatur dengan Peraturan Gubernur. 

Bagian Keempat 
Pencabutan Izin Lingkungan dan/ a tau Izin PPLH 

(1) Pembekuan Izin Lingkungan da.n/atau Tzin PPLH 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) huruf b 
dikenakan apabila pcnanggung jawab 'u sa ha dan/atau 
kegiatan: 
a. tidak melaksanakan paksaan pernerinta h; 
b. melakukan kegiatan selain kegiatan yang tcrcan tum 

dalam Izin Lingkungan serta Izin PPLH; dan/atau 
c. dugaan pemalsuan dokumen persyaratan Izin 

Lingkungan dan/alau Izin PPLH. 
(2) Pembekuan izin lingkungan dan/atau izm PPLH 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pcnghcn.Lian 
sementara usaha dan/ atau kegiat:an yang dite tapkan 
dengan Keputusan Gubcrnur. 

Pasal 171 

Bagian Ketiga 
Pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 
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Paragraf 1 
Hak Gugat Pemerintah Daerah 

Bagian Ketiga 
Penyelesaian Scngketa Lingkungan Hidup Melalui 

Pengadilan 

(1) Dalam hal para pihak sepakat untuk mencmpuh 
penyelesaian sengketa di luar pengadilan mclalui 
mediasi, para pihak dapat menggunakan jasa media t.or 
dari lembaga penyedia jasa pcnyelesa ian sengkcta 
lingkungan hidup yang dibentuk sesuai peraturan 
perundang­undangan. 

(2) Dalam hal para pihak tidak menggunakan jasa mediator 
dari lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa 
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Instansi Lingkungan Hidup dapat rnernfasilitasi 
penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar 
pengadilan dan/ atau menunjuk media Lor yang 
memenuhi syarat dan bersertifikat untuk mclaksanakan 
mediasi. 

(3) Apabila hasil mediasi tidak dapat diterima, salah satu 
atau kedua belah pih~ yang berscngketa dapal 
menempuh cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup 
lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar 
pengadilan dilakukan untuk mencapai kcsepakatan 
mengeriai : 
a. bentuk dan besarnya ganti rugi; 
b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau 

perusakan; 
c. tindakan tcrtentu untuk mcnjamin tidak akan 

terulangnya pencemaran dan / a Lau peru sa ka n; 
dan/atau 

d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak ncgatif 
terhadap lingkungan hidup. 

(2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar 
pengadilan dapat ditempuh melalui negosiasi, mediasi 
dan arbitrasi sesuai pilihan para pihak yang bersengketa. 

(3) Penyelesaian sengkcta di luar pengadilan tidak · bcrlaku 
terhadap tindak pidana lingkungan hidup. 

Pasal 174 

Bagian Kedua 
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar 

Pengadian 
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(1) Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan 
gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi 
lingkungan hidup. 

(2) Hak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian 
fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan 
tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, 
kecuali biaya atau pengeluaran riil. 

Pasal 179 

Paragraf 3 
Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup 

( 1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan 
kelompok untuk kepentingan dirinya scndiri dan/ atau 
untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami 
kerugian akibat pcncemaran dan/ atau kerusakan 
lingkungan hidup. 

(2) Gugatan perwakilan kelompok dapat diajukan apabila 
terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, 
serta jenis tuntutan di antara wakil kclompok dan 
anggota kelompoknya. 

(3) Ketentuan mengenai hak gugat rnasyarakat dilaksanakan 
sesuai ketentuan peraturan perundang­undangan. 

Pasal 178 

Paragraf 2 
Hak Gugat Masyarakat 

(1) Pertimbangan untuk menggunakan bak gugat 
Pemerintah Daerah didasarkan pada hasil vcrifikasi 
lapangan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup. 

(2) Hak gugat Pernerintah Daerah hanya digunakan apabila 
hasil vcrifikasi lapangan scbagaimana dimaksud pada 
ayat (1), menunjukkan telah terjadi kerugian lingkungan 
hid up. 

(3) Dalam hal hak gugat Pemerintah Daerah digunakan, 
Instansi Lingkungan Hidup menunjuk kuasa hukum 
sesuai ketentuan peraturan perundang­undangan. 

Pasal 177 

( 1) Pemerin tah Daerah memiliki hak mengajukan gugatan 
ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap penanggung 
jawab usaha dan/ a tau kegiatan yang menyebabkan 
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang 
mengakibatkan kerugian lingkungan hidup. 

(2) Hak mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan 
tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dilaksanakan oleh Kepala Instansi Lingkungan Hidup. 

Pasal 176 
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(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pcmcrintah 
Daerah diberi wewenang khusus oleh Undang­Undang 
berhak melakukan penyidikan terhadap pelanggaran 
ketentuan dalam Pcraturan Dacrah ini. 

(2) Wewenang Penyidik Pcgawai Negeri Sipil scbagaimana 
dimaksud pada ayal (1) adalah: 
a. melakukan pcmeriksaan atas kebenaran laporan atau 

keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang 
perlindungan clan pengelolaan lingkungan hidup; 

b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang 
diduga melakukan tindak pidana di bidang 
perlindungan dan pcngelolaan lingkungan hidup; 

c. meminta keterangan clan bahan bukti dari setiap orang 
berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang 
perlindungan dan pcngelolaan lingkungan hidup; 

Pasal 182 

BAB XVII 
PENYIDIKAN 

Pembiayaan yang diperlukan untuk perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup dibebankan pada: 
a. Anggaran Pendapatandan Bclanja Negara. 
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan 
c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. 

Pasal 181 

BAB XVI 
PEMBIAYAAN 

(1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Pencgakan Hu kurn 
Lingkungan Terpad u, yang keanggotaannya lcrdiri dari 
unsur Pemerintah Daerah, kejaksaan tinggi, kepolisian 
dan instansi terkail lainnya. 

(2) Pembentukan Tim Penegakan Hukum Lingkungan 
Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Keputusan Gubernur. 

Pasal 180 

Bagian Keempat 
Penegakan Hukum Terpadu 

(3) Organisasi lingkungan hidup yang dapat mengajukan 
gugatan harus mernenuhi persyaratan: 
a. berbentuk badan hukum; 
b. menegaskan di clalam anggaran dasarnya bahwa 

organisasi terscbut didirikan untuk kepenlingan 
pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan 

c. telah melaksanakan kegiatan nyata scsuai dcngan 
anggaran dasarnya, paling singkat selarna 2 (dua) 
tahun. 
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Pada saat berlakunya Peraturan Dacrah mi, scluruh 
Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaan yang 
berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup yang telah ada, tetap berlaku scpanjang tidak 
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. 

Pasal 184 

BAB XIX 
KETENTUAN PERALIHAN 

Setiap orang atau badan hukum yang melanggar keten tua n 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 dipidana scsuai 
ketentuan peraturan pcrundang­undangan. 

Pasal 183 

BAB XVIII 
KETENTUAN PIDANA 

~ 

d. melakukan pcrncriksaan atas pernbukuan, catatan, 
dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di 
bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hid up; 

e. melakukan pemcriksaan di tempat lcrtentu yang 
diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan , 
clan dokumen lain; 

f. melakukan penyitaan terhadap bah.an dan barang 
hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam 
perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup; 

g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan 
tugas penyidikan tindak pidana di bidang 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 

h. menghentikan penyidikan; 
1. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/ atau 

membuat rekaman audio visual; 
J. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, 

ruangan, dan/ a tau tern pat lain yang diduga 
merupakan ternpat dilakukannya tindak pidana. 

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran 
penyidikan tindak pidana dibidang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup sesuai dcngan 
ketentuan peraturan perundang­undangan. 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memberitahukan di mulainya penyidikan dan 
menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut 
umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik 
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur clalam 
undang­undang hukum acara pidana. 

•• 
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LUKMAN ABUNAWAS 

LEMBARAN DAERAH PROVINST SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013 
NOMOR t 4 

2013 
Diundangkan di Kendari 
Pad a tanggal ; I OtStM bv 

/ 
NURALAMjf 

GUBERNURS WESITENGGARA,~ 

Ditctapkan di K dari 
pada tanggal ; V Utbq.v- 20 l 3 

Peraturan Daerah rm mu1ai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang bisa mcngctahuinya, mcrnerintahkan 
pengundangan Peraturan Dacran ini dcngan pcncmpatarmya 
dalam Lembaran Dacrah Provinsi Sulawesi Tcnggara. 

Pasal 188 

Dengan ditetapkannya pcraturan Dacrah ini maka peraturan 
Daerah Provinsi Sulawesi Tcnggara Nomor 5 Tahun 2005 
tentang pengelolaan surnbcr daya aJam dan lingkungan 
berbasis masyarakat dicabut dan dinyatakan tidak bcrlaku. 

Pasal 187 

Pcraturan pelaksanaan Pcraturan Dacrah ini harus sudah 
ditetapkan paling larnbat 1 (satu) tahun scjn k Peraturan 
Daerah ini diundarigkan. 

Pasal 186 

BAB XX 
KETENTUAN PENUTUP 

Dengan berlakunya Pcraturan Dacrah ini, rnaka: 
a. Kegiatan pengclolaan lingkungan hidup yang telah ada 

dan berdarnpak pada pcnurunan fungsi lingkungan hidup, 
harus melakukan rckayasa teknik dan/ al au rckaya sa 
vegetatif untuk mernulihkan fungsi lingkungan hidup; 

b. Scmua perizman bcrkaitan dcngan pcngclolaan 
lingkungan hidup ynng telah ditcrbit kan ma sih tctap 
bcrlaku sampai habis rnasa bcrlakunya izin. 

Pasal 185 
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Sulawesi Tenggara sebagai salah satu provinsi yang mcmiliki 
keanekaraman hayati yang cukup Linggi, baik !1ora rnaupun faurianya 
juga memiliki potensi »urnberdaya alam yang sangat bcrvariasi baik 
sektor pertanian, kehutanan, kclautan dan pcrikanan, pctcrnakan dan 
perkebunan termasuk .surnberdaya alam dari sektor pertambangan. 
Pengelolaan semua pctcnsi terscbut mcmiliki konsekuensi tcrhadap 
permasalahan lingkungan hidup yang kompleks. Permasalahan 
lingkungan hidup yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tcnggara meliputi 
degradasi sumberdaya alam, permasalahan pcncernaran, bencana alam, 
permasalahan kawasan pcsisir dan pantai, terbatasnya sarana dan 
prasarana pemantauan lingkungan, serta lemahnya fungsi pcngendalian 
dan pcngawasan lingkungan. 

Permasalahan lingkungan hidup tersebut, selain disebabkan olch 
struktur geologis yang komplcks, sebagian besar discbabkan olch 
perilaku masyarakat yang masih belum scpenuhnya mentaati ketcntuan­ 
ketentuan peraturan perundang­undangan dr: bidang lingkungan, 
ditambah dengan pcnegakan hukurn yang lemah serta lernahnya 
penaatan terutama fungsi pengendalian dan pengawasan lingkungan. 
Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu rendahnya kepedulian 
dan kapasitas pelaku usaha/kegiatan dalam menerapkan praktik­praktik 
usaha/kegiatan yang berwawasan lingkungan, kurangnya kapasitas 
Pemerintah Daerah dalam melakukan program pcrlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup yang cfektif dan bcrkclanjutan, masih 
banyak masyarakat yang belum memiliki pengetahuan, pcmaharnan , 
kesadaran, kepedulian dan sikap yang menccrminkan pcnaatan terhadap 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang bcrkclanjutan, 
serta masih kurangnya fungsi kontrol dari masyarakat terhadap upaya 
perlindungan dan pcngelolaan lingkungan hidup yang dilakukan olch 
pelaku usaha/kegiatan maupun olch Pemerintah, Pcmcrinlah Daerah 
Berdasarkan Undang­Undang Nomor 32 Tahun 2009 ten.Lang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemcrintah .Daerah 
memiliki sejumlah tugas dan wewenang dalam rangka pcrlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup, salah satunya adalah penaatan dan 
penegakan hukum lingkungan. Sebagaimana dikctahui, bahwa 
penegakan hukum yang diperscpsikan dalam bcrbagai pcrnturan 
perundang­undangan, termasuk Undang­Undang Nomor 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mcrupakan 
tindakan­tindakan yang bersifat represif dalam hal terjadi pelanggaran 

I. UMUM 

ATAS 

PERATURAN DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA 

NOMOR TAHUN 2013 

TENTANG 

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 

PENJELASAN 
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Yang dimaksud dengan "asas tanggungjawab 
Daerah" adalah: 

a. Daerah menjamin pernanfaatan surnberdaya 
alam akan mcmberikan manfaat yang 
sebesar­besarnya bagi kesejahteraan clan 
mutu hidup masyarakat, baik generasi masa 
kini rnaupun gcnerasi masa depan; 

b. Dae rah menjamin hak masyarakat o las 
lingkungan hidup yang baik dan sehat; clan 

c. Daerah menccgah dilakukannya kegiatan 
pemanfaatan sumberdaya alam yang 
menimbulkan pencemaran dan/ atau 
kerusakan lingkungan hidup. 

: Yang dimaksud dengan "asas kelestarian dan. 
keberlanjutan" adalah bahwa setiap orang 
memikul kewajiban dan tanggungjawab 
terhadap gcnerasi mcndatang dan tcrhadap 
sesamanya dalam satu generasi dengan 
melakukan upaya pelestarian daya dukung 
ekcsistern dan mempcrbaiki kualitas 
lingkungan hidup. 

: Yang dimaksud dengan "asas kcscrasian d.:111 
keseimbangan" adalah bahwa pcmanfaat.an 
lingkungan hidup harus mempcrhatikan 
berbagai aspek, seperti kepentingan ckonorni, 
sosial, budaya, dan perlindungan scrta 
pelestarian ekosistem. 

Huruf c 

Huruf b 

Huruf a Pasal2 

Pasal 1 Istilah­istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan 
untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah perigertian 
dalam memahami dan melaksanakan pasal­pasal dalarn 
Peraturan Daerah ini. 

II. PASAL DEMI PASAL 

hukum. Namun dernikian, Undang­Undang Nomor 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, secara tersirat 
juga memberikan tugas dan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk 
melakukan penegakan hukum dalam arti penaatan, yaitu rangkaian 
tindakan/kegiatan yang bersifat preventif untuk mencegah terjadinya 
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yaitu pcmbinaan, 
pencegahan dan pengawasan. 

Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mencakup 
pclaksanaan kctentuan bcntuk­bcnluk perlindungan dan pcngelolaan 
lingkungan hidup serta penaatan hukurn lingkungan sesuai dcngan tugas 
dan wewenang Pemerintah Daerah dalam Undang­Undang Nomor 32 
Tahun 2009 ten tang Perlindungan clan Pengelolaan Lingkungan I Iidup, 
disamping bentuk lain dalarn ruang lingkup perlinclungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup serta penaatan dan penegakan hukum 
lingkungan yang dirasakan perlu diatur sesuai dengan pcrrnasalahan 
lingkungan hidup yang dihadapi, dengan tidak melanggar ketcntuan­ 
ketentuan hukum lingkungan yang bcrlaku secara nasional. 
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: Yang dimaksud dengan "asas kesejahteraan 
sosial" adalah pemanfaatan lingkungan hidup 
harus memperhatikan aspek sosial demi 
perwujudan kescjahtcraan masyarakat. 

: Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" 
adalah bahwa pengelolaan lingkungan hidup 
dan penaatan Hukum Lingkungan dilakuka n 
dengan memadukan berbagai unsur atau 
mensincrgikan berbagai komponen terkait. 

: Yang dimaksud dcngan "asas manfaat" adalah 
bahwa scgala usaha dan/atau . kegiatan 
pernbangunan yang dilaksanakan discsuaikan 
dengan potensi sumberdaya alam dan 
lingkungan hidup untuk peningkatan 
kesejahteraan masyarakat dan harkat rnanusia 
selaras dengan lingkungannya. 

: Yang dirnaksud dcngan "asas kehati­hatio n" 
adalah bahwa ketidakpastian mcngcna1 
darnpak suatu usaha dan/alau kcgiatnn 
karena keterbatasan penguasaan ilmu 
pengetahuan dan teknologi bukan mcrupakan 
alasan untuk menunda langkah­langkah 
meminimalisasi atau menghindari ancarnan 
terhadap pencemaran dan/ atau kerusakan 
lingkungan hidup. 

: Yang dimaksud dcngan "asas keadilan" adalah 
bahwa perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup harus mencerrninkan 
keadilan secara proporsional bagi masyarakat, 
baik lintas wilayah, lintas gcncrasi, rnaupun 
lintas gender. 

: Yang dimaksud dengan "asas ekorcgion" 
adalah bahwa perlindungan dan pcngelolaan 
lingkungan hidup harus memperhatikan 
karaktcristik sumberdaya alam, ckosistcrn, 
kondisi geografis, budaya masyarakat 
setempat, dan kearifan lokal. 

: Yang dimaksud dcngan "asas kcanekaragarnan 
hayati" adalah bahwa perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hid up harus 
memperhatikan upaya tcrpadu untuk 
mempcrtahankan keberadaan, keragaman, dan 
kebcrlanjutan sumberdaya alam hayati, yang 
terdiri atas sumberdaya alam nabati dan 
sum bcrdaya alam hcwani, yang bcrsarna 
dengan unsur nonhayati di sckitarnya seca ra 
keseluruhan membentuk ekosistem 

: Yang dimaksud dengan "asas penccrnar 
mern bayar" adalah bahwa set.iap 
penanggungjawab yang usaha dan/ alau 
kegiatan yang menimbulkan pencemaran 
dan/ atau kerusakan lingkungan hid up, wajib 
mcnanggung biaya pemulihan lingkungan. 
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Huruf k 

Huruf j 

Huruf i 

Huruf h 

Huruf g 

Huruf f 

Huruf e 

Huruf d 



Pasal 16 · Yang dimaksud dengan pengendalian pencemaran air 
adalah upaya pencegahan, penanggulangan pencemaran 
dan pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air 

Pasal 7 Cukup jelas 
Pasal 8 Cukup jelas 
Pasal 9 Cukup jelas 
Pasal 10 Cukup jclas 
Pasal 11 Cukup jelas 
Pasal 12 Cukup jelas 
Pasal 13 Cukup jelas 
Pasal 14 Cukup jelas 

Pasal 15 Cukup 

Pas al 4 Cukup j elas 

Pasal 5 Kewenangan Pemerin Lah Dacrah ini merupakan kewcnangan 
yang diberikan olch Pemerintah berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pcmbagian Urusan 
Pemerintah, Pcrnerintahan Daerah Provinsi dan Pernrintahan 
Daerah Kabupaten/Kota, sorta peraturan perundang­ 
undangan teknis di bidang lingkungan hidup. 

Pasal 6 Huruf a Inventarisasi lingkungan hidup meliputi 
pengumpulan data primer clan sckunder. 

Huruf b Cukup jclas 

Yang dimaksud dcngan "asas partisipatif" 
adalah bahwa setiap anggota masyarakat 
didorong untuk berperan aktif dalam proses 
pengam bilan kepu tusan dan pelaksanaa n 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup, baik secara langsung maupun tidak 
langsung. 

: Yang dirnaksud dengan "asas kearifan lokal" 
adalah bahwa dalam pcrlindungan da n 
pengelolaan lingkungan hidup harus 
memperhatikan nilai­nilai luhur yang berlaku 
dalam tata kehidupan masyarakat. 

Yang dimaksud dengan "asas tata kclola 
pcmcrintahan yang baik" adalah bahwa 
perlinclungan dan pengelolaan lingkunga n 
hidup dijiwai oleh pr.n s ip partisipa si, 
transparansi, akuntabilitas, cfisiensi, d,.111 
keadilan 

Yang dimaksud dcngan "asas otonomi daerah" 
adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup dilakukan sesuai dcnga n 
kewenangan daerah. 

/ 
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Cukup jelas Pasal 3 

Huruf o 

Huruf n 

Huruf m 

Huruf 1 
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Cukup jelas 
Huruf a : Cukup jelas 

Huruf b : Cukup jelas 

Huruf c : Yang dimaksud dengan "remcdiasi" 
adalah upaya pemulihan pencernaran 

t 

Ayat (1) 
Ayat (2) 

Pasal 25 

Ayat (2) Cukup jclas 
Ayat (3) Cukup jclas 

Pasa120 Cukup jelas 
Pasal 21 Cukup jelas 
Pasal 22 Cukup jelas 
Pasal 23 Cukup jelas 
Pasal24 Cukup jelas 

kc tat" terrnasuk 
diluar kctentuan 
dalam baku mutu 

Yang dimaksud "le bih 
penam bah an parameter 
parameter yang ditetapkan 
air nasional 

Cukup jelas 
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Huruf f 
Cukup jelas 
Ayat (1) 

Huruf e 
Huruf d 

Huruf c 

agar sesuai dengan batu mutu air Cukup jelas 

Huruf a Kelas air adalah peringkat kualitas' air yang 
dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi 
peruntukan tertentu. Pembagian kelas ini 
didasarkan pada peringkat (gradasi) tingkatari 
baiknya mutu air, dan kemurigkinan 
kegunaannya. Tingkatan mutu air kclas satu 
merupakan tingkatan yang terbaik. Secara 
relatif, tingkatan mutu air kelas satu lcbih baik 
dari kelas dua, dan selanjutnya. 
Yang dimaksud dengan sumber air adalah 
wad ah air yang lerdapat di alas dan di bawa h 
pcrmukaan tanah, termasuk dalarn pengcrtian 
ini akuifer, mata air, sungai, rawa , danau, situ, 
waduk, dan muara. 

Huruf b Yang dimaksud dengan "baku mutu n ir" 
adalah ukuran batas atau kadar makhluk 
hidup, zat, cncrgi, atau komponen yang ada 
atau harus ada, dan/atau un sur pcncemar 
yang dilcnggang kcbcradaannya di dalarn air 
Yang climaksud dcngan "baku mutu ,11r 
limbah" adalah ukuran batas atau kadar 
polulan yang dilenggang untuk dirnasukkan kc 
media air. 
Cukup jelas 
Cukup jclas 

Pasal 18 
Pasal 19 

Pasal 17 



hidup, zat, cncrgi, atau komponen yang ada 
atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang 
ditenggang kebcradaannya di dalam air laut. 
Cukup jelas 
Cukup jclas 

Cukup jclas 

dcngan "baku mutu air laut" 
batas atau kadar makhluk 

( 

Cukup jelas 
Yang dimaksud 
adalah ukuran 

Cukup jelas 
Cukup jelas 

Yang dimaksud dengan "baku mutu udara 
am bien" adalah ukuran batas a tau kadar zat, 
energi, dan/alau komponen yang seharusnya 
ada, dan/atau unsur pencemar yang ditcnggang 
keberadaannya dalam udara ambicn 
Yang climaksud dengan "baku mutu ernisi" 
adalah ukuran batas atau kadar polutan yang 
ditcnggang untuk dimasukkan kc media udara. 
Yang dirnaksud dengan "baku mutu ganggu.m" 
adalah ukuran batas unsur pcnccmar y;:rng 
ditenggang kebcradaannya yang melipuli unsur 
getaran, kebisingan, dan kebauan. 
Cukup jelas 

Cukup jelas 

hid up untuk 
mutu lingkungan 

lingkungan 
mcmperbaiki 
hid up. 

Huruf d : Cukup jelas 
Cukup jclas 
Cukup jclas 
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Huruf c 
Huruf d 
Huruf e 
Cukup jclas 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Pasal38 

Pasal39 
Pasal 40 

Huruf c 

Huruf d 
Huruf e 
Huruf f 

Pasal28 Cukup jelas 
Pasal 29 Cukup jelas 
Pasal 30 Cukup jelas 
Pasal 31 Cukup jelas 
Pasal 32 Cukup jelas 
Pasal 33 Cukup jelas 
Pasal 34 Cukup jclas 
Pasal35 Cukup jclas 
Pasal 36 Cukup jelas 

Pasal37 Huruf a 
Huruf b 

Huruf b 

Ayat (3) 
Ayat (4) 

Cukup jelas 
Huruf a 

Pasal 26 
Pasal 27 



Cukup jelas 
Huruf a : Cukup jelas 
Huruf b Cukup jelas 
Huruf c Cukup jclas 

Huruf d : Yang dimaksud dcngan "deliriia si 
kerusakan" adalah pe narikan g,1 rts 
batas sementara dari areal 
kerusakan di atas pcta. 

Huruf c Cukup jelas 
Huruf f Cukup jclas 
Cukup jclas 

Cukup jelas 

Huruf a : Yang dimaksud dcngan "rehabilitasi" 
adalah upaya pemulihan untuk 
mengembalikan nilai, fungsi, dan 
manfaat lingkungan hidup, 
membcrikan perlindungan, dan 
mempcrbaiki ckosistcrn. 

Huruf b : Yang dimaksud dengan "rcstorasi" 
adalah upaya pemulihan untuk 
menjadikan lingkungan hidup atau 

( 

Yang dimaksud dengan "kriteria baku 
kerusakan ekosistem mangrove" adalah ukuran 
batas perubahan fisik dan/ atau hay a ti 
ekosistem mangrove yang dapat ditenggang. 
Cukup jclas 
Cukup jclas 
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Ayat (3) 
Ayat (1) 

Ayat (2) 

Pasal 57 

Huruf b 
Huruf c 

Pasal 53 Cukup jelas 
Pasal54 Cukup jelas 
Pasal 55 Cukup jelas 

Pasal 56 Ayat (1) 
Ayat (2) 

Huruf a Pasal 52 

Pasal 41 Cukup jelas 

Pasal 42 Cukup jelas 

Pasal 43 Cukup jelas 
Pasal44 Cukup jelas 
Pasal 45 Cukup jelas 
Pasal46 Cukup jelas 
Pasal47 Cukup jelas 
Pasal 48 Cukup jelas 
Pasal 49 Cukup jelas 
Pasal 50 Cukup jelas 
Pasal 51 Cukup jelas 
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Huruf b Cukup jelas 
Pasal 74 Cukup jelas 
Pasal 75 Cukup jelas 

Pasal 76 Cukup jelas 

Pasal 77 Cukup jelas 

Pasal 78 Cukup jelas 

Yang dimaksud dengan "kritcria baku 
kerusakan lahan" adalah ukuran bat.as 
perubahan fisik lahan yang dapat ditenggang. 

Yang dimaksud dengan "kritera baku 
kerusakan ekosistem terumbu karahg" adalah 
ukuran batas perubahan fisik dan/ atau hayati 
ekosislem terumbu karang yang dapat 
ditenggang. 
Cukup jelas 
Cukup jclas 

Huruf b 
Huruf c 

Pasal67 Cukup jelas 
Pasal68 Cukup jelas 
Pasal 69 Cukup jelas 
Pasal 70 Cukup jelas 
Pasal 71 Cukup jelas 
Pasal 72 Cukup jclas 

Pasal 73 Huruf a 

Huruf a Pasal 66 

ditenggang. 

Huruf b Cukup jclas 

Huruf c Cukup jclas 
Pasal 60 Cukup jelas 
Pasal 61 Cukup jelas 
Pasal62 Cukup jelas 
Pasal 63 Cukup jelas 

Pasal 64 Cukup jelas 
Pasal65 Cukup jelas 

bnku 
adalah 
hayati 
dapat 

Yang d imaksud dengan "kri teria 
kerusakan ekosistem padang lamun" 
ukuran batas pcrubahan fisik dan/atau 
ekosistern padang lamun yang 

bagian­bagiannya berfungsi kembali 
sebagaimana semula. 

Huruf c : Cukup jelas 

Cukup jelas 
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Ayat (3) 
Cukup jelas 
Huruf a 

Pasal 58 
Pasal 59 



: Yang dimaksud dengan "mitigasi perubahan 
iklim" adalah serangkaian kegiatan yang 
dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat 
ernisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya 
penanggulangan dampak perubahan iklim. 
Yang dimaksud dengan "adaptasi pcrubahan 
iklim" adalah upaya yang dilakukan untuk 
mcningkatkan kemampuan dala m 
menycsuaikan diri terhadap perubahan iklim, 
tcrmasuk kcragaman iklim dan kejadian iklim 
ckstrim sehingga potcnsi kerusakan akibat 
perubahan iklirn bcrkurang, pcluang y,1ng 
ditirnbulkan oleh pcrubaban iklirn dapat 
dimanfaatkan, dan konsekucnsi yang tim bul 
akibat pcrubahan iklim dapat diatasi. 

Yang dimaksud dengan "kriteria baku 
kerusakan ekosistem karst" adalah ukuran 
batas perubahan fisik dan/ a Lau hay a ti 
ckosistem karsl yang dapat ditcnggang. 
Cukup jclas 

Cukup jelas 
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Cukup jelas 
Cukup jelas 

Cukup jelas 
Cukup jelas 

Ayat (2) 

Huruf b 

Huruf c 
Cukup jelas 
Cukup jclas 
Cukup jelas 
Cukup jelas 
Cukup jelas 

Cukup jclas 
Cukup jclas 
Cukup jelas 
Cukup jclas 

Cukup jclas 

Cukup jclas 
Cukup jelas 

Cukup jclas 
Cukup jelas 
Cukup jclas 
Cukup jelas 

Cukup jclas 
Cukup jelas 

Cukup jelas 

Huruf a 

Pasal99 
Pasal 100 

Pasa1 101 
Pasal 102 

Pasal 80 
Pasal 81 
Pasal 82 
Pasal 83 
Pasal 84 
Pasal 85 

Pasal 86 
Pasal87 
Pasal 88 

Pasal 89 

Pasal90 
Pasal 91 
Pasal 92 
Pasal93 
Pasal 94 
Pasal 95 
Pasal96 
Pasal97 

Pasal 98 

Pasal 79 



Pasal 103 Cukup jelas 

Pasal 104 Cukup jelas 

Pasal 105 Cukup jelas 

Pasal 106 Cukup jelas 
Pasal 107 Cukup jelas 
Pasal 108 Cukup jelas 
Pasal 109 Cukup jclas 
Pasal 110 Cukup jelas 
Pasal 111 Cukup jelas 
Pasal 112 Cukup jelas 

Pasal 113 Cukup jelas 
Pasal 114 Cukup jelas 
Pasal 115 Cukup jelas 
Pasal 116 Cukup jelas 
Pasal 117 Cukup jelas 
Pasal 118 Cukup jelas 
Pasal 119 Cukup jelas 
Pasal 120 Cukup jelas 
Pasal 121 Cukup jelas 
Pasal 122 Cukup jelas 
Pasal 123 Cukup jelas 
Pasal 124 Cukup jelas 
Pasal 125 Cukup jelas 
Pasal 126 Cukup jelas 
Pasal 127 Cukup jelas 
Pasal 128 Cukup jclas 

Pasal 129 Cukup jelas 
Pasal 130 Cukup jelas 

Pasal 131 Cukup jelas 
Pasal 132 Cukup jelas 
Pasal 133 Cukup jelas 

" Pasal 134 Cukup jelas 

Pasal 135 Cukup jelas 

Pasal 136 Cukup jelas 

Pasal 137 Cukup jelas 
Pasal 138 Cukup jelas 
Pasal 139 Cukup jelas 

Pasal 140 Cukup jelas 

Pasal 141 Cukup jelas 

Pasal 142 Cukup jelas 
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Pasal 143 Cukup jelas 

Pasal 144 Cukup jelas 
Pasal 145 Cukup jelas 
Pasal 146 Cukup jelas 
Pasal 147 Cukup jelas 
Pasal 148 Cukup jelas 
Pasal 149 Cukup jelas 
Pasal 150 Cukup jclas 

Pasal 151 Cukup jelas 
Pasal 152 Cukup jelas 
Pasal 153 Cukup jelas 
Pasal l 54 Cukup jclas 
Pasal 155 Cukup jelas 
Pasal 156 Cukup jclas 
Pasal 157 Cukup jelas 
Pasal 158 Cukup jelas 
Pasal 159 Cukup jelas 
Pasal 160 Cukup jelas 
Pasal 161 Cukup jelas 
Pasal 162 Cukup jclas 
Pasal 163 Cukup jclas 
Pasal 164 Cukup jclas 
Pasal 165 Cukup jclas 
Pasal 166 Cukup jclas 
Pasal 167 Cukup jelas 
Pasal 168 Cukup jelas 
Pasal 169 Cukup jclas 
Pasal 170 Cukup jclas 
Pasal 171 Cukup jcla s 
Pasal 172 Cukup jclas 
Pasal 173 Cukup jelas 
Pasal 174 Cukup jclas 
Pasal 175 Cukup jelas 
Pasal 176 Cukup jelas 
Pasal 177 Cukup jelas 
Pasal 187 Cukup jelas 
Pasal 178 Cukup jelas 
Pasal 179 Cukup jelas 
Pasal 180 Cukup jelas 
Pasal 181 Cukup jelas 
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Pasal 182 Cukup jelas 

Pasal 183 Cukup jelas 

Pasal 184 Cukup jelas 

Pasal 185 Cukup jelas 

Pasal 186 Cukup jelas 
Pasal 187 Cukup jelas 
Pasal 188 Cukup jelas 
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